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BUPATI PAMEKASAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PAMEKASAN, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 286 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan 

dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6845); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
11. Peraturan Pemerintah  Nomor  16 Tahun  2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6628); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34  Tahun 2021 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6646); 

13. Peraturan Pemerintah  Nomor  4 Tahun 2023 tentang 
Pemungutan  Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga 

Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6762); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan 

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN 

dan 

BUPATI PAMEKASAN 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 

DAERAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 

3. Bupati adalah Bupati Pamekasan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Pamekasan. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati 
pada Perangkat Daerah untuk melakukan pemungutan pajak 

dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang 

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 

dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap. 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang 

selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau 

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau Badan. 

11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman. 
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12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah 
permukaan Bumi. 

13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah 

harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 
terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual 

beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 

lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP 
pengganti. 

14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya 

disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah 

dan/atau bangunan. 
15. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan 

atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak 

atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 
16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, 

termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang 
pertanahan dan bangunan. 

17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat 

PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas 
konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. 

18. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa yang dijual 

dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. 

19. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau 
minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan 

oleh restoran. 
20. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau 

minuman dengan dipungut biaya, yang mencakup juga rumah 

makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk 
jasa boga/katering. 

21. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh 

suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk 
bermacam peralatan listrik. 

22. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, uang 

mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma 
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah kos dan 

sejenisnya. 

23. Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat 
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan 

hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. 

24. Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat 
parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan 

kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. 

25. Jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau 

penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 
ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. 

26. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk 
dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik 

perhatian umum terhadap sesuatu. 
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28. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak 

atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 
29. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau 

batuan di bawah permukaan tanah. 

30. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas 
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari 

sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk 

dimanfaatkan. 
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat 

MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana 

dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

mineral dan batu bara. 
32. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase 

tertentu. 

33. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut 
opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh daerah atas pokok 

PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

34. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya 
disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh daerah 

atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
35. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 

dikenakan Pajak. 

36. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku 

yang tidak sama dengan tahun kalender. 

38. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 
jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Bupati paling 

lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak 

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
terutang. 

39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat 

SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 

melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 

pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

41. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat 
SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan 

besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang 

kepada Wajib Pajak. 

42. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak yang terutang. 

43. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
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44. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD 

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 

45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 

Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau 

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya 

pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada 

Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 
49. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau 

perizinan. 
50. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. 

51. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.  

52. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan 

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.  

53. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan 

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. 

54. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi 
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 

seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau 

air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan 

keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 

kegiatan khusus. 
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55. Persetujuan  Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut PBG 

adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan 
Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 

mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai 

dengan standar teknis Bangunan Gedung. 
56. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang selanjutnya 

disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 
sebelum dapat dimanfaatkan. 

57. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya 

disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status 

kepemilikan Bangunan Gedung. 
58. Penilik Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut Penilik 

adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi 

tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap 

penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

59. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas 
kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang 

mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan 

Gedung. 
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 

besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

61. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya 
disebut RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing 

pada jabatan tertentu pada jangka waktu tertentu. 

62. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis 

Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 

Daerah pada umumnya. 

 
BAB II 

PAJAK DAERAH 

Bagian Kesatu 

Jenis Pajak 
Pasal 2 

 

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas: 

a. PBB-P2; 
b. BPHTB; 

c. PBJT; 

d. Pajak Reklame; 
e. PAT; 

f. Pajak MBLB; 

g.  Opsen PKB; dan 
h. Opsen BBNKB. 

 

Pasal 3 
 

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, 

huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis pajak 
yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. 

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, 

huruf c, huruf f, dan huruf g, merupakan jenis pajak yang 
dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. 
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(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah 
SKPD dan SPPT. 

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah 
SPTPD. 

(5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib 

diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib 
Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 
 

(1) Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

(2) Tata cara pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
 

Bagian Kedua 

PBB-P2 
Paragraf 1 

Objek, Subjek dan Wajib Pajak 

Pasal 5 
 

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, 
dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. 

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau 
pemanfaatan atas: 

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor 

Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara 
lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau 

barang milik Daerah; 

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata 
untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, 

panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan 

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh 

keuntungan; 
c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan 

untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, 

atau yang sejenis; 
d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, 

hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang 

dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani 
suatu hak; 

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan 

diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 
balik; 

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau 

perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara; 
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g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya 

terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail 
Transit), atau yang sejenis; 

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya 

berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; 
dan 

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan 

bangunan oleh Pemerintah Pusat. 
 

Pasal 6 
 

(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara 

nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh 
manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bangunan. 

(2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara 
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh 

manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bangunan. 

 
Paragraf 2 

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan PBB-P2 

Pasal 7 
 

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. 
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan proses penilaian PBB-P2. 

(3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat 

ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan 

wilayahnya. 

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan 
sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 

Wajib Pajak. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu 
objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, Nilai Jual Objek Pajak 

Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya 

diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun 
Pajak. 

(6) Besaran persentase NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang 

berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai 

penilaian PBB-P2. 
(8) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua 

puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari 

NJOP setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(9) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: 
a. kenaikan NJOP hasil penilaian; 

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau 

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten. 
(10)  Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) dan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati. 
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Pasal 8 
 

(1) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan selain lahan produksi pangan 

dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima 

persen). 
(2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak 

ditetapkan sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen). 

 

Pasal 9 
 

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 dengan tarif PBB-P2 setelah dikurangi NJOPTKP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). 
 

Paragraf 3 

Wilayah Pemungutan 
Pasal 10 

 

(1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah 
Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2. 

(2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat 
Bumi dan/atau Bangunan berikut berada: 
a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di 

atasnya; dan 

b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan 
darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan 
Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel 
bawah laut. 

 

Paragraf 4 
Masa Pajak dan saat Terutang 

Pasal 11 
 

(1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun 

kalender. 

(2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan 
objek pajak pada tanggal 1 Januari. 

(3) Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 

Desember pada tahun berkenaan. 
 

Pasal 12 

 

(1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya 
kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi 

dan/atau bangunan. 

(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan 

objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. 

 
Paragraf 5 

Pendataan dan Penetapan Pajak PBB-P2 

Pasal 13 
 

(1) Pendataan PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP. 
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(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan 

jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani subjek pajak dan 
disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal 

diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan 

pelaporan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
 

Pasal 14 
 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 
terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) dengan menggunakan SPPT. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD 
PBB-P2 dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(2) tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib 
Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 

dan/atau 

b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah 
PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang 

dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib 

Pajak.  
(3)  Objek pajak yang tidak diketahui keberadaan wajib pajak sejak 

diterbitkan SPPT, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat 

menonaktifkan sementara nomor objek pajak. 
(4)  Objek pajak yang telah dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali 

dan diterbitkan SPPT sejak wajib pajak melaporkan kepemilikan 

atas objek pajak tersebut.  
(5)  Dalam hal penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), wajib pajak harus melunasi hutang tahun sebelumnya 

dengan disertai sanksi administrasi berupa denda sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Paragraf 6 

Penilaian PBB-P2 
Pasal 15 

 

(1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dihitung 
berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 

beli yang terjadi secara wajar. 

(2) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), penghitungan NJOP dapat dilakukan 

dengan metode: 

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis; 
b. nilai perolehan baru; atau 

c. nilai jual pengganti. 

 
Bagian Ketiga 

BPHTB 

Paragraf 1 
Objek, Subjek dan Wajib Pajak 

Pasal 16 
 

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan. 
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(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pemindahan hak karena: 

1) jual beli; 

2) tukar menukar; 
3) hibah; 

4) hibah wasiat; 

5) waris; 
6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 

7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

8) penunjukan pembeli dalam lelang; 

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 

10) penggabungan usaha; 

11) peleburan usaha; 
12) pemekaran usaha; atau 

13) hadiah; 

b. pemberian hak baru karena: 
1) kelanjutan pelepasan hak; atau 

2) di luar pelepasan hak. 

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. hak milik; 

b. hak guna usaha; 

c. hak guna bangunan; 

d. hak pakai; 
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan 

f. hak pengelolaan. 

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas 
Tanah dan/atau Bangunan:  

a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, 

penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang 
dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik 

Daerah; 

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau 
untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; 

c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan 

syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga 
tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan negara; 
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik; 

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau 
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya 

perubahan nama; 

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; 
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk 

kepentingan ibadah; dan 

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5)  Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan 

kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. 
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(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan 
pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan 
umum dan perumahan rakyat. 
 

Pasal 17 
 

(1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang 
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

(2) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang 

memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 
 

Paragraf 2 

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan 
Pasal 18 

 

(1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek 
pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi. 

(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan sebagai berikut: 

a. harga transaksi untuk jual beli; 

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, 

waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 

lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru 

atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, 
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, 

penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, 

dan hadiah; dan 
c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk 

penunjukan pembeli dalam lelang. 

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP 
yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan 

pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB 

yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam 
pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya 

perolehan. 

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta 

rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah 

Daerah. 
(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 4 

dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam 

hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi 

hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai 

perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar     
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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Pasal 19 
 

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen). 

 
Pasal 20 

 

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek 

Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB. 

(2) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah 
daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi 

dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar 

pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang 
digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada 

tahun terjadinya perolehan. 

 
Paragraf 3 

Wilayah Pemungutan 

Pasal 21 
 

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah 

Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada. 
 

Paragraf 4 

Saat Pajak Terutang 
Pasal 22 

 

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya 

perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan: 

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian 

pengikatan jual beli untuk jual beli; 
b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk 

tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam 

perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang 
mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan 

usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; 

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh 
penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor 

bidang pertanahan untuk waris; 

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; 

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian 

hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai 
kelanjutan dari pelepasan hak; 

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian 

hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan 

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. 
(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak 

menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk 
jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli. 
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Paragraf 5 

Ketentuan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Pasal 23 

 

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat 

menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran 
pajak berupa SSPD. 

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya 

dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti 
pembayaran pajak berupa SSPD. 

(3) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran 

Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah 
setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak 

berupa SSPD. 

 
Pasal 24 

 

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang 

membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan 

akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 
(sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi 

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

 

Pasal 25 
 

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang 
membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan 

ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 
pelanggaran. 

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang 

membidangi Pelayanan Lelang Negara, yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan. 
(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

Bagian Keempat 
PBJT 

Paragraf I 

Objek dan Subjek Pajak 

Pasal 26 
 

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi 
barang dan jasa tertentu yang meliputi: 

a. makanan dan/atau minuman; 

b. tenaga listrik; 
c. jasa perhotelan; 
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d. jasa parkir; dan 

e. jasa kesenian dan hiburan.  
 

Pasal 27 
 

(1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi 
makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh: 

a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian 

makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau 

peralatan makan dan minum; 
b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, 

pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan 
pesanan; 

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan 

berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan 
penyimpanan dilakukan; dan 

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan 

petugasnya. 
(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah penjualan dan/atau penyerahan makanan 

dan/atau minuman:  

a. yang nilai omzet tidak melebihi Rp.3.500.000,00 (tiga juta 
lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; 

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak 

semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; atau 
c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman. 

 

Pasal 28 
 

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna 

akhir. 

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, 

Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya; 

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh 
kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas 

timbal balik; 

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, 
panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; 

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan 

kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi 
teknis terkait; dan 

e. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dan 

digunakan untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 

maksimal 900kva dan/atau sesuai dengan peraturan yang 
berlaku.  

 

Pasal 29 
 

(1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c 

meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, 
serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa 

perhotelan seperti: 

a. hotel; 
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b. hostel; 

c. vila; 
d. pondok wisata; 

e. motel; 

f. losmen; 
g. wisma pariwisata; 

h. pesanggrahan; 

i. rumah penginapan (rumah kost)/guest house/bungalo/ 
resort/cottage; 

j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan 

k. glamping. 

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti 

jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;  

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan 
keagamaan; 

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan 

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. 
   

Pasal 30 
 

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d 

meliputi: 

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau 
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir vallet). 

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah; 

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran 
yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; 

c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, 

konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal 

balik; dan 
d.  penyelenggaraan tempat parkir untuk keperluan 

penyelenggaraan ibadah dan/atau pendidikan. 

 
Pasal 31 

 

(1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26 huruf e meliputi: 

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya 
yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi 

tertentu;  

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

c. kontes kecantikan; 
d. kontes binaraga; 

e. pameran; 

f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; 
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; 

h. permainan ketangkasan; 

i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang 
dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan 

kebugaran; dan 
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j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, 

wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, 
pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang. 

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan 
Hiburan yang semata-mata untuk: 

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; 

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut 
bayaran; dan/atau 

c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah yang tidak dipungut bayaran. 
 

Pasal 32 
 

(1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. 

(2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang 
melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang 

dan jasa tertentu. 

 
Paragraf 2 

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak 

Pasal 33 
 

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan 

oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: 
a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan 

dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau 

Minuman; 

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; 

c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan 

untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; 

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara 

tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan 

kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan 

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa 

Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan 

Hiburan. 

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang 

memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan 

PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya 
tersebut. 

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan 

harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah 
Daerah. 

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan 

pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat 
kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat 

menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum 
dikenakan potongan. 
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Pasal  34 
 

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (1) huruf b ditetapkan untuk: 
a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan 

pembayaran; dan 

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. 
(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik 

yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan: 
a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya 

pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening 

listrik, untuk pascabayar; dan 

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar. 
(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik 

yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dihitung berdasarkan: 
a. kapasitas tersedia; 

b. tingkat penggunaan listrik; 

c. jangka waktu pemakaian listrik; dan 

d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah. 

(4)  Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik 
yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat 

pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), 

penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan 
penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk 

penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan. 

 
Pasal 35 

 

(1) Tarif PBJT dari Penjualan dan/atau penyerahan Makanan 

dan/atau Minuman ditetapkan 10% (sepuluh persen); 

(2) Tarif PBJT dari Konsumsi Tenaga Listrik ditetapkan: 
a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, 

pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 

3% (tiga persen); 

b. konsumsi tenaga listrik dari sumber selain yang diatur pada  
huruf a tarif PBJT tenaga listrik ditetapkan sebesar 10% 

(sepuluh persen); dan 

c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 
1,5% (satu koma lima persen). 

(3) Tarif PBJT dari Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% 

(sepuluh persen). 
(4) Tarif PBJT dari Jasa parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

(5) Tarif PBJT dari jasa kesenian dan hiburan ditetapkan: 

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya 

yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi 

tertentu 10% (sepuluh persen); 
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana: 

1. pagelaran kesenian tradisional 5% (lima persen); 

2. pagelaran kesenian modern 10% (sepuluh persen); 

3. musik 10% (sepuluh persen); 

4. busana 10% (sepuluh persen); 

c. kontes kecantikan 10% (sepuluh persen); 
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d. kontes binaraga 10% (sepuluh persen); 

e. pameran 10% (tiga puluh persen);  

f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap 10% (sepuluh 

persen); 

g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor 10% 

(sepuluh persen); 

h. permainan ketangkasan 10% (sepuluh persen); 

i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang 

dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan 

kebugaran 10% (sepuluh persen); dan 

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, 

wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, 

pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang 10% 

(sepuluh persen). 

 
Pasal 36 

 

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dengan tarif PBJT sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35. 

(2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat 

penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa 

tertentu dilakukan. 
(3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat: 

a. Pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau 

Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; 

b. Konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT 

atas Tenaga Listrik; 

c. Pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk 

PBJT atas Jasa Perhotelan; 

d. Pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat 

parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan 

e. Pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan 

Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. 

 

Pasal 37 
 

Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 
kalender. 

 

Bagian Kelima 

Pajak Reklame 
Paragraf 1 

Objek dan Subjek Pajak 

Pasal 38 
 

(1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. 
(2) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

meliputi:  

a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;  
b. reklame kain; 

c. reklame melekat/stiker; 

d. reklame selebaran;  
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e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 

f. reklame udara; 
g. reklame apung; 

h. reklame film/slide; dan 

i. reklame peragaan. 
(3) Yang dikecualikan dari objek pajak reklame adalah:  

a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, 

warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan 
sejenisnya; 

b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari 

produk sejenisnya; 
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat 

pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau 

profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya 
diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 

ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha 

atau profesi tersebut; 
d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; 

e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan 
politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan 

iklan komersial. 

 

Pasal 39 
 

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan Reklame. 

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang 

menyelenggarakan Reklame. 
 

Paragraf 2 

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak 
Pasal 40 

 

(1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. 
(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa 

reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan nilai kontrak reklame. 
(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 

memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi 
penempatan, waktu penayangan, jangka waktu 

penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. 

(4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa 

reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan 

Bupati. 

 
Pasal 41 

 

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 
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Pasal 42 
 

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. 
(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah 

tempat Reklame tersebut diselenggarakan. 

(3) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak 
Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha 

penyelenggara Reklame terdaftar. 

 
Pasal 43 

 

(1) Tahun pajak reklame permanen adalah 1 (satu) tahun kalender. 
(2) Masa pajak reklame insidentil ditetapkan berdasarkan jangka 

waktu lamanya. 

 
Pasal 44 

 

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya 

penyelenggaraan Reklame. 

 
Bagian Keenam 

PAT 

Paragraf 1 

Objek dan Subjek Pajak 
Pasal 45 

 

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

tanah. 

(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk: 
a. keperluan dasar rumah tangga; 

b. pengairan pertanian rakyat; 

c. perikanan rakyat; 
d. peternakan rakyat; 

e. keperluan keagamaan; dan 

f. pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 46 
 

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; 
(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

 
Paragraf 2 

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak 

Pasal 47 
 

(1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air 

tanah. 
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(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya 
air tanah. 

(4) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor 
berikut: 

a. jenis sumber air; 

b. lokasi sumber air; 
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 

e. kualitas air; dan 

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 

(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dalam daerah Kabupaten ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air 

Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur. 

 
Pasal 48 

 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan air 

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diatur 

dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Gubenur 

Jawa Timur sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Selama belum ditetapkan nilai perolehan air tanah berdasarkan 

Peraturan Gubenur Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), maka nilai perolehan air tanah mengacu pada 
ketentuan sebelumnya. 

 

Pasal 49 
 

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 
 

Pasal 50 
 

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 49. 

(2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat 
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

(3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan 

dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 
 

Pasal 51 
 

Masa pajak air tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

bulan kalender. 
 

Pasal 52 
 

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau 

pemanfaatan Air Tanah. 
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Bagian Ketujuh 

MBLB 
Paragraf 1 

Objek dan Subjek Pajak 

Pasal 53 
 

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang 
meliputi:  

a. asbes;  

b. batu tulis;  

c. batu setengah permata; 
d. batu kapur; 

e. batu apung; 

f. batu permata;  
g. bentonit; 

h. dolomit; 

i. feldspar; 
j. garam batu (halite); 

k. grafit; 

l. granit/andesit;  
m. gips; 

n. kalsit; 

o. kaolin;  

p. leusit;  
q. magnesit;  

r. mika; 

s. marmer/oniks;  
t. nitrat; 

u. obsidian;  

v. oker;  
w. pasir dan kerikil;  

x. pasir kuarsa; 

y. perlit; 
z. fosfat; 

aa. talk;  

bb. tanah serap (fullers earth);  

cc. tanah diatom;  
dd. tanah liat; 

ee. tawas (alum); 

ff. tras;  
gg. yarosit;  

hh. zeolit; 

ii. basal;  
jj. trakhit;  

kk. belerang;  

ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan  
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:  
a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak 

diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan 

b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, 
penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang 

tidak mengubah fungsi permukaan tanah. 
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Pasal 54 
 

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang 

mengambil MBLB. 
(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang 

mengambil MBLB. 

 
Paragraf 2 

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak 

Pasal 55 
 

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil 

pengambilan MBLB. 
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB 

dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. 
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 

berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada 

mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah. 
(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang pertambangan mineral dan batu bara. 

 
Pasal 56 

 

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).  

 

Pasal 57 
 

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. 

(2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat 
pengambilan MBLB. 

 

Pasal 58 
 

Masa pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 
Kalender 

 

Pasal 59 
 

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya 
pengambilan MBLB di mulut tambang. 

 

Bagian Kedelapan 

Opsen 
Pasal 60 

 

Opsen dikenakan atas pajak terutang dari: 

a. PKB; dan 

b. BBNKB. 
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Pasal 61 
 

Wajib pajak untuk opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 

merupakan wajib pajak atas jenis pajak: 
a. PKB; dan 

b. BBNKB. 

 
Pasal 62 

 

(1) Tarif opsen ditetapkan sebagai berikut: 
a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung 

dari besaran Pajak terutang; dan 

b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) 
dihitung dari besaran Pajak terutang. 

(2) Tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. 
 

Pasal 63 
 

Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan 
Pajak terutang dari PKB. 

 

Pasal 64 
 

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang. 
 

Pasal 65 
 

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 64 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a. 
 

Pasal 66 
 

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB. 
 

Pasal 67 
 

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat 
kendaraan bermotor terdaftar. 
 

Pasal 68 

 
Pemungutan Opsen BBNKB  dilakukan bersamaan dengan 

pemungutan Pajak terutang dari BBNKB. 

 
Pasal 69 

 

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang. 
 

Pasal 70 

 

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 69 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) 

huruf b. 
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Pasal 71 

 
Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya 

BBNKB. 

 
Pasal 72 

 

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat 
kendaraan bermotor terdaftar. 
 

BAB III 

RETRIBUSI DAERAH 
Bagian Kesatu 

Jenis Retribusi 

Pasal 73 
 

(1)  Jenis Retribusi terdiri atas: 

a.  Retribusi Jasa Umum; 
b.  Retribusi Jasa Usaha; dan 

c.  Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2)  Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau 
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum. 

(3) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau 

badan yang menurut peraturan perundang-undangan 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas 

pelayanan Jasa Umum 

 

Bagian Kedua 
Retribusi Jasa Umum 

Paragraf 1 
Jenis Pelayanan 

Pasal 74 
 

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a 
meliputi: 

a. pelayanan kesehatan; 

b. pelayanan kebersihan; 
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan 

d. pelayanan pasar.  

(2) Retribusi jasa umum atas jenis pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi 
penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah 

untuk memberikan pelayan tersebut secara cuma-cuma. 

(3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan 

yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk 

pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 
(5)  Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas 

pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam 

Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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(6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan 

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan 
dengan ketentuan:  

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi;  
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan  

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.  

(7)  Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan 

DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati 
ditetapkan. 

(8)  Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa 
umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. 

 
Paragraf 2 

Pelayanan Kesehatan 

Pasal 75 
 

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) 

huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas 

keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit 
umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis 

yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali 

pelayanan administrasi. 

 
Pasal 76 

 

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau 
Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa 

Umum. 

(2) Subjek retribusi jasa umum atas Pelayanan Kesehatan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membayar retribusi 

pelayanan kesehatan sesuai jumlah, jenis dan klasifikasi 

pelayanan atau kemanfaatan umum lain yang diterimanya. 
(3) Ketentuan wajib bayar sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk 

pasien penjamin BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, 

dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama, meliputi 

pembayaran dengan kapitasi dan/atau pembayaran 

berdasarkan paket klaim sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku. 

Pasal 77 
 

(1) Dalam hal Kejadian Luar Biasa penyakit menular dan/atau 

bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah 
dan/atau Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak 

langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan 

tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 
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(2) Pemeriksaan spesimen terkait program pemerintah atau 

pemerintah daerah dalam pemberantasan penyakit menular 
tertentu, percepatan penurunan AKI atau AKB dan stunting 

dengan sasaran remaja putri, calon pengantin, dan ibu hamil, 

ibu bersalin dan ibu nifas serta program pemerintah atau 
pemerintah daerah lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan 

dapat dibebaskan dari pungutan retribusi pelayanan kesehatan 

dan dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam 
bentuk biaya Program atau sumber pembiayaan lain yang sah. 

(3) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dan ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah dibebankan pada Keuangan Daerah sebagai subsidi 
bantuan sosial kesehatan sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku. 

(4) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

 

Pasal 78 

 
Pembayaran retribusi kesehatan tidak dapat menghilangkan 

kewajiban unit penyedia layanan Kesehatan untuk mematuhi 

peraturan-peraturan lain di bidang pengelolaan lingkungan hidup 
terutama terkait limbah yang membahayakan dan/atau merusak 

lingkungan hidup. 

 

Paragraf 3 
Pelayanan Kebersihan 

Pasal 79 
 

(1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 

ayat (1) huruf b adalah pelayanan Kebersihan yang 
diselenggarakan oleh  Pemerintah Daerah, meliputi: 

a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke 

lokasi pembuangan sementara; 

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi 
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir 

sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; 

c. penyediaan lokasi  pembuangan atau pengolahan atau 
pemusnahan akhir sampah; 

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan 

e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan 
industri.  

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, 
tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. 

 

Pasal 80 
 

Subyek retribusi jasa umum atas Pelayanan Kebersihan adalah 

orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati 
pelayanan kebersihan dari Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 81 
 

Wajib Retribusi jasa umum atas Pelayanan Kebersihan adalah orang 
pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan 

Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 
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Paragraf 4 

Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum 

Pasal 82 
 

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 74 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di 

tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: 

a. sepeda motor; 

b. kendaraan roda empat; dan 
c. kendaraan lebih dari roda empat 

 

Pasal 83 
 

Subyek retribusi jasa umum atas Pelayanan Parkir di tepi jalan 

Umum adalah: 
a. Untuk Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum berlangganan adalah 

orang Pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor 

yang terdaftar kendaraannya di Daerah; dan 
b. Untuk Pelayanan Parkir ditepi jalan umum tidak berlangganan 

adalah orang pribadi atau badan selain yang tersebut pada huruf 

a yang mendapatkan Pelayanan Parkir ditepi jalan umum di 
wilayah Daerah. 

 

Paragraf 5 
Pelayanan Pasar 

Pasal 84 

 

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) 
huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau 

sederhana berupa pelataran, los dan kios maupun sarana penunjang 

lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 85 
 

Subjek retribusi jasa umum atas Pelayanan Pasar adalah orang 
pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar 

yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 86 
 

Wajib Retribusi jasa umum atas Pelayanan Pasar adalah orang 

pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 

 
Pasal 87 

 

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum 
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar 

alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

ketentuan: 

a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, 
frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan; 
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b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, 

frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau 
limbah kakus atau limbah cair; 

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan 

jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi 
pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; 

d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, 

jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis 
pemakaian fasilitas pasar; dan 

e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas 

jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan 

pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor. 
(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi 

penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung 

berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 88 

 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa 

Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan 

jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 
keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya 
penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penetapan tarifhanya untuk menutup sebagian biaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa 

Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. 
 

Pasal 89 

 
(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 87 dengan tarif Retribusi. 

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum 
dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV  

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
 

Pasal 90 
 

(1) Tarif Retribusi jasa umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 

tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan 

objek Retribusi Jasa Umum. 

(3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan.  
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Bagian Ketiga 
Retribusi Jasa Usaha 

Paragraf 1 

Jenis Penyediaan atau Pelayanan 

Pasal 91 
 

(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang 
merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 73 ayat (1) huruf  b  meliputi:  

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, 

pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; 
b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 

c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 

d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 
e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan 

f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat 
Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak 

mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(2)  Penyediaan atau pelayanan yang merupakan objek Retribusi 

Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau 

pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 
pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 

(4)  Dalam halter dapat penyesuaian detail rincian objek atas 

pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam 

Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan 

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 

dengan ketentuan:  

a. tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan 
yang lebih tinggi;  

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.  
(6)  Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan 

DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati 

ditetapkan. 
(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan 

oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha 
milik daerah, dan pihak swasta. 

 

Pasal 92 

 
(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau 

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha. 
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(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau 

Badan yang menurut peraturan perundang-undangan 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas 

pelayananJasa Usaha. 

 
Paragraf 2 

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha 

Pasal 93 
 

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, 

dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 91 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan 
usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau 

pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya 

yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 
 

Paragraf 3 

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan 
Pasal 94 

 

(1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b 
merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan 

jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 
(2) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau 

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha. 

(3) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau 

Badan yang menurut peraturan perundang-undangan 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas 

pelayanan Jasa Usaha. 

 
Paragraf 4 

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 

Pasal 95 
 

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan 

fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan 

pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang 
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 96 
 

(1) Subjek Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak 

adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan 

dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan 

ternak yang disediakan, dimilik, dan/atau dikelola Pemerintah 
Daerah. 

(2) Wajib Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak 

adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan oleh 
Peraturan Daerah ini untuk membayar retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong retribusi.  
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Paragraf 5 

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga 
Pasal 97 

 

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan 

tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 98 
 

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan 

Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, 

pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah 
orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-

undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat 
rekreasi, pariwisata dan olahraga. 

 

Paragraf 6 

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 
Pasal 99 

 

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e merupakan penjualan 

hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 100 
 

(1) Subjek retribusi Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah 

Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

atau memanfaatkan pelayanan penjualan produksi usaha Balai 
Benih Ikan (BBI) Teja Timur Kabupaten Pamekasan. 

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi termasuk pemungut atau pemotong  retribusi 

penjualan produksi usaha benih ikan di Balai Benih Ikan (BBI) 

Teja Timur Kabupaten Pamekasan. 
 

Paragraf 7 

Pemanfaatan Aset Daerah 
Pasal 101 

 

(1) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

91 ayat (1) huruf f adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak 

mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak 

mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 91 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah. 

(2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa: 

a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; 
b. kerja sama pemanfaatan; 

c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau 

d. kerja sama penyediaan infrastruktur. 
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(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang 

milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

(4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan 

barang milik Daerah. 

(5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi; 
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

(6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan 

barang milik Daerah. 

 
Pasal 102 

 

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha 

merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar 

alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan 

ketentuan: 

a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan 
luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka 

waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, 

dan/atau tempat usaha lainnya; 
b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas 

tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka 

waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan; 

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan 

diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, 

dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus 

parkir di luar badan jalan; 

d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur 

berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi 

pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas 

rumah potong hewan; 

e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga 

diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, 

dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat 

rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 

f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis 

dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan 

g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis 

pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, 

dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah. 
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Pasal 103 
 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi 

Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa 
usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada 

harga pasar. 

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha 

yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

BLUD. 

 
Pasal 104 

 

(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 102 dengan tarif Retribusi. 
(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum 

dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX 

Lampiran X, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan 

objek Retribusi Jasa Usaha. 

(5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

Bagian Keempat 
Retribusi Perizinan Tertentu 

Paragraf 1 

Jenis Pelayanan 

Pasal 105 
 

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi 

Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 
(1) huruf  c  meliputi:  

a. PBG; dan 

b. penggunaan tenaga kerja asing; 
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan 

Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan 

yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. 
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Pasal 106 

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi 
atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian 

Perizinan Tertentu. 

(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi 
atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas 

pemberian Perizinan Tertentu. 
 

Paragraf 2 

PBG 

Pasal 107 
 

(1) Pelayanan PBG yang merupakan objek retribusi perizinan 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf 

a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar 

teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan 
SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. 

(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan 

persetujuan: 
a. Pembangunan baru; 

b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum 

memiliki PBG dan/atau SLF; 
c. PBG perubahan untuk: 

1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 

2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 
3. perubahan luas Bangunan Gedung; 

4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada 
Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek 

keselamatan dan/atau kesehatan; 

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat 

kerusakan sedang atau berat; 
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan 

Gedung cagar budaya; atau 

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan 

cagar budaya. 

(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan 
pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. 

(5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG 
dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/ 

peribadatan. 
 

Pasal 108 
 

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung 

berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan 

tarif retribusi. 
(2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG 

dengan harga satuan Retribusi PBG. 
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(3) Harga Satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) terdiri atas: 
a. Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; 

atau 

b. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk 
Prasarana Bangunan Gedung. 

 

Paragraf 3 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing  

Pasal 109 
 

(1) Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang merupakan 

objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 105 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan 
rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai 

wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan mengenai penggunaan tenaga 
kerja asing. 

(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga 
kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah 

daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga 

sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga 
Pendidikan. 

 

Pasal 110 
 

(1)  Struktur tarif retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat 
penggunaan jasa. 

(2) Besarnya tarif retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada 
ayat(1) dipungut dan diperhitungkan dalam bentuk rupiah 

setara dengan US$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per 

jabatan per orang per bulan untuk setiap TKA berdasarkan nilai 
kurs yang berlaku pada saat diterbitkannya SKRD dan 

dibayarkan dimuka. 
 

Pasal 111 
 

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu 

merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar 

alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
ketentuan: 

a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur 

berdasarkan formula yang mencerminkan biaya 
penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan 

b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur 

berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau 
jangka waktu pelayanan. 

(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri 

atas: 

a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi: 
1. Luas Total Lantai; 

2. Indeks Lokalitas 
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3. Indeks Terintegrasi; dan 

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan 
b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi: 

1. Volume; 

2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan 
3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun 

 

Pasal 112 
 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan 

Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau 
seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 

bersangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, 

pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau 

biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 

(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) 
huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan 

gedung. 
(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing 

perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) 

huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

penggunaan tenaga kerja asing. 

 
Pasal 113 

 

(1) Retribusi yang terutang wajib dilunasi wajib retribusi sesuai 

jangka waktu perjanjian kerja atau paling lama 12 (dua belas) 

bulan. 

(2) Dalam hal TKA bekerja kurang dari jangka waktu perjanjian 
kerja atau tidak sampai 12 (duabelas) bulan, kelebihan 

pembayaran dikembalikan kepada wajib retribusi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat 
pembayaran, penyetoran, dan pengembalian retribusi diatur 

dalam Peraturan Bupati. 

 
Pasal 114 

 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
retribusi perpanjangan RPTKA dalam rangka melaksanakan 

Peraturan Daerah ini. 

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
membentuk tim pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

(3) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban : 

a. menunjukkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan 

guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan 

retribusi perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

(5) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi 
administratif. 

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

meliputi teguran tertulis dan tidak diterbitkannya perpanjangan 
RPTKA. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara 

pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati. 

 
Bagian Kelima 

Peninjauan Tarif Retribusi 

Pasal 115 
 

(1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk 

menghitung besaran retribusi yang terutang. 
(2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran 

Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata 
uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang 

yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan 

perpajakan. 
(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu 

tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(4) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan 

objek Retribusi Perizinan Tertentu. 

(6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap 

besaran harga atau indeks dalam table Harga Satuan Bangunan 

Gedung Negara atau Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks 

Lokalitas. 
(7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) khusus pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 
mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang berlaku pada Kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 
(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

 
Bagian Keenam 

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi 

Pasal 116 
 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi 

diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung 

dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 
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(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan 

dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai 

penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan mengenai BLUD. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dalam Peraturan Bupati. 
 

BAB IV 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI 

Pasal 117 

 

(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan 

Retribusi. 
(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pengaturan mengenai: 

a. pendaftaran dan pendataan; 
b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; 

c. pembayaran dan penyetoran; 

d. pelaporan; 
e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; 

f. pemeriksaan Pajak; 

g. penagihan Pajak dan Retribusi; 
h. keberatan; 

i. gugatan; 

j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan 
k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara 

pemungutan Pajak dan Retribusi. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak 

dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 
Pasal 118 

 

(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis 
Pajak berdasarkan Penetapan Bupati antara lain SKPD dan 

SPPT. 

(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis 
Pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib Pajak antara lain 

SPTPD. 
(3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib 

Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen 

tercetak maupun dokumen elektronik. 
(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat 

(4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat 

perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi 
pelayanan atau perizinan elektronik. 
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BAB V  

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU 
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI  

Bagian Kesatu  

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha  
Pasal 119 

 

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati 
dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di 

Daerah.  

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan 
atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.  

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib 
Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati 

berdasarkan pertimbangan: 

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib 
Retribusi;  

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena 

bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang 
terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang 

bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;  

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan 
ultra mikro;  

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

mencapai program prioritas Daerah; dan/atau  
e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam 

mencapai program prioritas nasional.  

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan 

Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.  

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan 

huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:  

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib 

Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;  
b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib 

Retribusi;  

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak 
dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah 

dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau  

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.  
(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib 

Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan 
kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, 

dan koperasi. 

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, 

disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam 

rencana pembangunan jangka menengah Daerah. 
(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e 

dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek 

strategis nasional. 
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Pasal 120 

 

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
119 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan 

diberitahukan kepada DPRD. 

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan 

insentif fiskal. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara 
pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 121 

 

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 119 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak 

dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak 

dan/atau Retribusi untuk tujuan lain. 

(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak 

dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan 

insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai 
dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 119 ayat (3) dan ayat (5). 
 

Bagian Kedua 

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan 
Pasal 122 

 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan 

keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau 

Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau 

Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi. 
(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan 

membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat 
likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan 
bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari 

golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas 

tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, 

kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara 

keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 

pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau 

sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati. 
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Bagian Ketiga 

Kemudahan Perpajakan Daerah 

Pasal 123 

 

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah 

kepada Wajib Pajak, berupa: 

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan 
Pajak; dan/atau 

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 

Pajak terutang atau Utang Pajak. 
(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada 

Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib 

Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. 
(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan 

Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib 
Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 

Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami 

kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga 

Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan 
Pajak pada waktunya. 

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 

Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib 
Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 

pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. 

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:  

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa 

angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan 
permohonan Wajib Pajak; 

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa 

angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib 
Pajak; atau 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau 

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan 
huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua 

puluh empat) bulan. 

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran 
Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam 

persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, 

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(4) meliputi: 
a. bencana alam; 

b. kebakaran; 

c. kerusuhan massal atau huru-hara;  

d. wabah penyakit; dan/atau keadaan lain berdasarkan 
pertimbangan Bupati. 
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(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara 

pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

BAB VI 

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK 

Pasal 124 

 

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain 
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya 

oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 

untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang perpajakan Daerah. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga 

terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk 

membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan Daerah. 

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) adalah: 
a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi 

atau ahli dalam sidang pengadilan; dan 

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati 
untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga 

negara atau instansi Pemerintah yang berwenang 

melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah. 
(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin 

tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar 

memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari 
atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. 

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara 

pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan 
hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat 

memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan 

keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. 

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat harus 
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan 

yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata 

yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. 

 
BAB VII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 125 
 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian 

kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan 

pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB VIII 

PENYIDIKAN 
Pasal 126 

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 

Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang mengenai Hukum Acara Pidana.  

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 

a. menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan 

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang 
perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut 

menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan  mengenai 
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan 

yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 

perpajakan Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

perpajakan Daerah; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 

tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan 

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, 
dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 

perpajakan Daerah; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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BAB IX 

SANKSI 
 Bagian Kesatu 

 Sanksi Pidana 

Pasal 127 
 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi 

kewajiban perpajakan sehingga merugikan keuangan Daerah, 

diancam dengan pidana kurungan atau denda sesuai dengan 
Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. 
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat 

setoran Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau 

tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar 
sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana 

kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 181 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
 

Pasal 128 

 

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut 

apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 

saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun 

Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir. 

 

Pasal 129 

 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga 

merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan 

atau pidana denda sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

 

Pasal 130 
 

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data 

Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 131 

 

Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan 

Pasal 129 merupakan pendapatan negara. 

 

Bagian Kedua 

Sanksi Administratif 

Pasal 132 

 

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi 

kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif 

berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah 

dan Retribusi. 
 

Pasal 133 

 

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan 

SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda. 

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.1.000.000,00 (satu 

juta rupiah) untuk setiap SPTPD. 

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan 

kahar (force majeure). 

(4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu: 

a. bencana alam; 

b. kebakaran; dan 

c. kerusuhan massal atau huru-hara. 
 

BAB X 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 134 
 

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara berkala. 
 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 135 

 

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB 
mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. 

 

Pasal 136 
 

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah 

yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku 
sampai berakhirnya masa perjanjian. 

 

Pasal 137 
 

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 125, hanya dapat dilaksanakan 

sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan 

Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan 

untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. 
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BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 138 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan Bupati 
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari : 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan 
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat 

Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 
2020  Nomor 2); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan 
Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018  Nomor 

3); 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 
2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan 
Tahun 2018 Nomor 2); 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 5); 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah KabupatenPamekasan 

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 1);  

f. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 4);  
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g. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pamekasan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 1);  
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 139 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan 

Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat 

Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 

2020 Nomor 2); 
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan 

Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018  Nomor 

3); 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 

2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan 

Tahun 2018 Nomor 2); 
d. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 5); 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 1);  
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f. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 

Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 4);  
g. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pamekasan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten PamekasanTahun 2018 Nomor 1);  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 140 

 

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah 

ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini 

diundangkan. 
Pasal 141 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Pamekasan. 

 
Ditetapkan di Pamekasan 

pada tanggal 4 Januari 2024 

 
Pj. BUPATI PAMEKASAN, 

 

 
 

  MASRUKIN 

 

Diundangkan di Pamekasan 
pada tanggal 4 Januari 2024 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN, 

 

 
 

ACH. FAISOL 
 

 

 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 NOMOR 1 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 

13-1/2024 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

  

 
I. UMUM 

 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak 

dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan 

sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pajak dan Retribusi sebagai salah satu 

sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah telah merubah kebijakan hukum Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah di Indonesia. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah mengatur dan menetapkan 8 (delapan) jenis 

pajak Daerah Kabupaten terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air 

Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Opsen Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini juga mengatur 

dan menetapkan Jenis Retribusi Daerah Kabupaten meliputi Retribusi 

Jasa Umum terdiri atas 4 (empat) jenis Retribusi, Retribusi Jasa Usaha 

terdiri atas 6 (enam) jenis Retribusi dan Retribusi Perizinan Tertentu 

terdiri atas 2 (dua) jenis Retribusi. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

melarang Pemerintah Daerah melakukan pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah selain jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Kabupaten sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah ini memperbolehkan Pemerintah Daerah 

Kabupaten dapat tidak melakukan pemungutan terhadap Jenis Pajak 

dan Retribusi sebagaimana dimaksud bilamana potensinya kurang 

memadai dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk 

tidak memungut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf b Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah harus menetapkan Peraturan 

Daerah baru untuk menggantikan Peraturan Daerah yang mengatur 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan. Dengan demikian, 

Pemerintahan Kabupaten Pamekasan sudah harus membentuk dan 

memberlakukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah baru tersebut.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah, aturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

harus ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan sekaligus 

menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Peraturan daerah dimaksud mengatur seluruh jenis pajak 

daerah dan retribusi Daerah dengan minimal pengaturan lingkup 

materi muatan meliputi Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan 

Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan 

Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, 

saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan 

Retribusi. 

Berhubungan dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah ini, maka Pemerintahan Kabupaten 

Pamekasan perlu menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah 

Kabupaten Pamekasan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan 

Daerah yang masih berlaku dan mengatur tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah di Kabupaten Pamekasan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 
 

Pasal 5 
Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 

Cukup jelas. 
 

Huruf c 

Cukup jelas. 
 

Huruf d 

Cukup jelas. 
 

Huruf e 

Cukup jelas. 
 

Huruf f 

Cukup jelas. 
 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan 

untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass 

Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail 

Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang 

digunakan sebagai infrastruktur perhubungan 

untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk 

area lain pada stasiun seperti kantor, gedung 

parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas 

hiburan di stasiun. 
 

Huruf h 

Cukup jelas. 
 

Huruf i 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 
 

Pasal 7 
Ayat (1) 

          Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

           Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

           Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 
           Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 
           Cukup jelas. 
 

Ayat (6) 
           Cukup jelas. 
 

Ayat (7) 

           Cukup jelas. 
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Ayat (8) 

           Cukup jelas. 
 

Ayat (9) 

           Huruf a 
Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang 

dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan 

yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah 
perairan laut di antara dua kota/kabupaten 

tersebut, atas Bumi dan/ atau Bangunan To1 A 

dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten 
Y. Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan 

dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan 

Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Pasal 13 Contoh 

pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil 

penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah 

melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan 
kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat 

diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang 

dapat disesuaikan secara bertahap. 
 

Huruf b 

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk 

pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang 
digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, 

persentase dasar pengenaan PBB-P2- nya akan 

lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang 
digunakan untuk keperluan komersial. 

 
 
 

Huruf c  

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi 
NJOP dalam satu wilayah kabupaten/ kota misal, 

Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai 

berikut:  
1. NJOP . Rp X juta maka persentase dasar 

pengenaan PBB-P2 sebesar 6O% (enam puluh 

persen);  
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase 

dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan 

puluh persen);  

3. NJOP , Rp Y miliar maka persentase dasar 
pengenaan PBB-P2 sebesar 1007o (seratus 

persen). 

Ayat (10) 
           Cukup jelas. 

 

Pasal 8 
Cukup jelas 

 

Pasal 9 

Cukup jelas 
 

Pasal 10 

Ayat (1) 

          Cukup jelas 
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Ayat (2) 

Contoh :  Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang 

membentang dari daratan yang berada di 

Kota X hingga daratan yang berada di 

Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan 

laut di antara dua kota/kabupaten tersebut, 

atas Bumi dan/ atau Bangunan To1 A dapat 

dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten 

Y. Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A 

akan dibagi dua sesuai batas administratif 

Kota X dan Kabupaten Y dimaksud 

sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 
 

Pasal 12 

Cukup jelas. 
 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 
Pasal 14 

Cukup jelas. 
 

Pasal 15 

Cukup jelas. 
 

Pasal 16 
Ayat (1) 

          Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

          Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

          Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 
          Huruf  a 

                     Cukup jelas. 
 

          Huruf  b 

                     Cukup jelas. 
           

           Huruf  c 

                     Cukup jelas. 
 

           Huruf  d 

                     Cukup jelas. 
 

           Huruf  e 
Yang dimaksud dengan “konversi hak” adalah 

perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru 

menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang 
pertanahan, termasuk pengakuan hak oleh 

pemerintah. Misalnya: Bekas tanah hak milik adat 

(dengan bukti surat girik atau sejenisnya) menjadi 

hak baru. 
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Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum lain 

dengan tidak adanya perubahan nama” adalah 
perbuatan hukum dalam bentuk antara lain: 

1. memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya 

perubahan nama, misalnya perpanjangan Hak 
Guna Bangunan; dan/atau 

2. perolehan Hak Guna Bangunan di atas tanah 

Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah yang telah 
diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk rumah 

tinggal tanpa adanya perubahan nama, 

termasuk pemindahan hak karena waris. 

           Huruf  f 
                     Cukup jelas. 

           Huruf  g 

                     Cukup jelas. 
           Huruf  h 

                     Cukup jelas. 
 
 

Ayat (5) 
          Cukup jelas. 
 

Ayat (6) 

         Cukup jelas. 
 

Pasal 17 

Cukup jelas. 
 

Pasal 18 

Cukup jelas. 
 

Pasal 19 

Cukup jelas. 
 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 
Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

 

Pasal 26 
Cukup jelas. 
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Pasal 27 

         Ayat (1) 
                  Huruf  a 

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan 

dan/atau Minuman: 
1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan 

minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari 

tempat lain (pabrik roti), kemudian 
didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual 

kepada konsumen. Toko Roti A tidak 

menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan 

makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko 
Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, 

sehingga atas penjualan roti dan minuman yang 

dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan 
merupakan objek pajak pertambahan nilai. 

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di 

Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman 
kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat 

lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan 

melalui Toko Roti B untuk dijual kepada 
konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya 

kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan 

meja dan kursi kepada konsumen untuk 

menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti 
dimaksud merupakan Restoran sehingga atas 

penjualan roti dan minuman yang dilakukan 

terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan 
nilai. 

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat 

Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi 
(proses pembuatan dan pengolahan bahan 

menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada 

konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan 
pembuatan dan penjualan langsung kepada 

konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, 

dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. 

Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak 
memenuhi kriteria Restoran sehingga atas 

penjualan roti dan minuman yang dilakukan 

tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek 
pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, 

meskipun atas toko roti yang memiliki merek 

dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan 
perlakuan perpajakan, bergantung pada 

pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual 

(distribusi) atau memberikan pelayanan 
selayaknya Restoran. 

                    

                  Huruf b 

                           Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
        Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 
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Pasal 29 

Ayat (1)  
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 
Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang  

difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, 

dan kondominium yang disediakan sebagai jasa 

akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak 
termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang 

(lebih dari satu bulan). 

Huruf k 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk 

diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh 
pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha 

seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai 

mandiri (ATM) di dalam hotel. 
Pasal 30 

Ayat (1) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “penyediaan atau 

penyelenggaraan tempat parkir” dalam ketentuan ini 

adalah termasuk parkir khusus dan/atau penyediaan 

penitipan kendaraan bermotor. 
Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Pasal 31 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" 
meliputi permainan yang berada di dalam kawasan 

arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, 

baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar 
ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke 

dalam keranjang, paintball, dan sebagainya. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" meliputi 
persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat 

kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan 

tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan 
bayaran atas penggunaannya. 

Huruf j 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Pasal 32 

           Ayat (1)  

                   Cukup jelas 
            

           Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan penjualan atau penyerahan barang 
dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan 

akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat 

tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi 
dimaksud yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik 

atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang 

menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, 
bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui 

platform digital. 
 

 

 

Pasal 33 
Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 
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Huruf d 

Contoh Perhitungan: 
Penyelenggara Parkir X memungut pembayaran parkir 

mobil sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 

tanpa mencantumkan jumlah pajak pada karcis parkir, 
maka jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah 10% 

(sepuluh persen) x Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 

= Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). 
Huruf e 

Contoh Perhitungan: 

Penyelenggara A menyelenggarakan konser musik 

dengan Harga Tanda Masuk sebesar Rp. 1.000.000,00 
(satu juta rupiah) tanpa mencantumkan jumlah pajak 

pada Harga Tanda Masuk, maka jumlah pajak yang 

harus dibayarkan adalah 10% (sepuluh persen) x Rp. 
1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 100.000,00 

(seratus ribu rupiah). 

Ayat (2) 
Yang dimaskud dengan bentuk lain dari voucer antara lain 

berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk 

yang dalam bentuk elektronik. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk 

voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai 

rupiah atau mata uang lain. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 
Pasal 34 

Cukup jelas. 
 

Pasal 35 

Cukup jelas. 
 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 
Pasal 40 

Cukup jelas. 
 

Pasal 41 

Cukup jelas. 
 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 
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Pasal 44 

Cukup jelas. 
 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

 

Pasal 46 
Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan 

penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan  

pengambilan. 
Ayat (2)  

Cukup jelas 

 
Pasal 47 

Cukup jelas. 

 
Pasal 48 

Cukup jelas. 

 
Pasal 49 

Cukup jelas. 

 
Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Cukup jelas. 
 

Pasal 56 

Cukup jelas. 
 

Pasal 57 

Cukup jelas. 
 

Pasal 58 

Cukup jelas. 
 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 
Pasal 60 

Cukup jelas. 

 
Pasal 61 

Cukup jelas. 
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Pasal 62 

Cukup jelas. 
 

Pasal 63 

Cukup jelas. 
 

Pasal 64 

Cukup jelas. 
 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

 
Pasal 66 

Cukup jelas. 

 
Pasal 67 

Cukup jelas. 

 
Pasal 68 

Cukup jelas. 

 
Pasal 69 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

 

Pasal 73 
Cukup jelas. 

 

Pasal 74 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati 

dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru 

merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur 

dalam Peraturan Daerah. 
 

Contoh: 
 

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Pamekasan 

menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan 

penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan 
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tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai 

Pajak dan Retribusi sebagai berikut: 

Peraturan Daerah PDRD: 

1. objek Retribusi : Retribusi pelayanan kesehatan 

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut 

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi 

 

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Pamekasan 

memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru 

berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang 

merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, 

untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru 

tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan 

menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan 

Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai 

berikut: 

Peraturan Bupati: 

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan 

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut 

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi 

1.2.1.  detail rincian objek Retribusi: Pelayanan 

farmasi 

1.2.2.  detail rincian objek Retribusi: Pelayanan 

bedah 

 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

 
Pasal 75 

Cukup jelas. 
 

Pasal 76 

Cukup jelas. 
 

Pasal 77 

Cukup jelas. 
 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

 

Pasal 79 

Cukup jelas. 
 

Pasal 80 

Cukup jelas. 
 

Pasal 81 

Cukup jelas. 
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Pasal 82 

Cukup jelas. 
 

Pasal 83 
Cukup jelas. 

 

Pasal 84 

Cukup jelas. 
 

Pasal 85 

Cukup jelas. 
 

Pasal 86 

Cukup jelas. 
 

Pasal 87 

Cukup jelas. 
 

Pasal 88 
Cukup jelas. 

 

Pasal 89 

Cukup jelas. 
 

Pasal 90 

Cukup jelas. 
 

Pasal 91 
Cukup jelas. 

 

Pasal 92 
Cukup jelas. 

 

Pasal 93 

Cukup jelas. 
 

Pasal 94 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan 

jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. 
 

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau 

bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, 

dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah. 

Ayat (2) 

      Cukup jelas. 

Ayat (3) 

      Cukup jelas. 

Pasal 95 

Cukup jelas. 
 

Pasal 96 
Cukup jelas. 
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Pasal 97 

Cukup jelas. 
 

Pasal 98 
Cukup jelas. 

 

Pasal 99 

Cukup jelas. 
 

Pasal 100 

Cukup jelas. 
 

Pasal 101 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “optimalisasi” adalah pemanfaatan 

aset Daerah termasuk dengan operator atau tenaga sumber 

daya manusia yang mengoperasikan aset Daerah yang 

bersangkutan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 102 

Cukup jelas. 
 

Pasal 103 
Cukup jelas. 

 

Pasal 104 

Cukup jelas. 
 

Pasal 105 

Cukup jelas. 
 

Pasal 106 

Cukup jelas. 
 

Pasal 107 
Cukup jelas. 

 

Pasal 108 

Cukup jelas. 
 

Pasal 109 

Cukup jelas. 
 

Pasal 110 

Cukup jelas. 
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Pasal 111 

Cukup jelas. 
 

Pasal 112 
Cukup jelas. 

 

Pasal 113 

Cukup jelas. 
 

Pasal 114 

Cukup jelas. 
 

Pasal 115 

Cukup jelas. 
 

Pasal 116 
Cukup jelas. 

 

Pasal 117 

Cukup jelas. 
 

Pasal 118 

Cukup jelas. 
 

Pasal 119 
Cukup jelas. 

 

Pasal 120 

Cukup jelas. 
 

Pasal 121 

Cukup jelas. 
 

Pasal 122 

Cukup jelas. 
 

Pasal 123 
Cukup jelas. 

 

Pasal 124 

Cukup jelas. 
 

Pasal 125 

Cukup jelas. 
 

Pasal 126 

Cukup jelas. 
 

Pasal 127 

Cukup jelas. 
 

Pasal 128 
Cukup jelas. 

 

Pasal 129 

Cukup jelas. 
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Pasal 130 

Cukup jelas. 
 

Pasal 131 
Cukup jelas. 

 

Pasal 132 

Cukup jelas. 
 

Pasal 133 

Cukup jelas. 
 

Pasal 134 

Cukup jelas. 
 

Pasal 135 
Cukup jelas. 

 

Pasal 136 

Cukup jelas. 
 

Pasal 137 

Cukup jelas. 
 

Pasal 138 
Cukup jelas. 

 

Pasal 139 

Cukup jelas. 
 

Pasal 140 

Cukup jelas. 
 

Pasal 141 

Cukup jelas. 
 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24
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LAMPIRAN I 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

 

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN RETRIBUSI PELAYANAN 

KESEHATAN RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO PAMEKASAN 
 

I. RAWAT JALAN POLI SPESIALIS 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

Pemeriksaan Poli Spesialis 50.000 

Pemeriksaan Poli Sub Spesialis 75.000 

Pemeriksaan Poli Spesialis Eksekutif 175.000 

Konsul Poli Spesialis 40.000 

Konsul Poli Sub Spesialis 67.500 

 

Keterangan: 

1. Tarif berlaku 1 kali kunjungan. 
2. Konsultasi antar poliklinik hanya dikenakan jasa pelayanan. 

 

II. RAWAT INAP 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

Layanan Rawat Inap   

1. Kelas 3 50.000 

2. Kelas 2 100.000 

3. Kelas 1 150.000 

4. Kelas VIP 250.000 

5. Kelas VVIP 500.000 

Rekam Medik  20.000 

Visite DPJP Utama / Hari 100.000 

Visite DPJP Raber / Hari 80.000 

Visite Dokter Umum / Hari 50.000 

Asuhan Keperawatan Dasar / Hari 60.000 

Layanan Gizi Pasien Per Hari Kelas 3 

/ Hari 
30.000 
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Layanan Gizi Pasien Per Hari Kelas 2/ 

Hari 
50.000 

Layanan Gizi Pasien Per Hari Kelas 1/ 

Hari 
75.000 

Layanan Gizi Pasien Per Hari Kelas 

VIP / Hari 
100.000 

Layanan Gizi Pasien Per Hari Kelas 

VVIP / Hari 
200.000 

 

Keterangan: 

1. Tarif berlaku 1 kali kunjungan. 
2. Asuhan Keperawatan terdiri dari : 

a. Pemeriksaan Tanda-tanda vital; 

b. Memandikan Pasien;  

c. Membantu pasien BAB dan BAK; 
d. Vulva Higine;   

e. Oral Higine;   

f. Membantu Memberi makan dan minum; 
g. Memberikan obat Injeksi, Oral dan Pasang Oksigen; dan 

h. Mencuci Rambut. 

 
III. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK 

A. Tindakan Medik Operatif 

1. Tindakan Medik Operatif Dengan Anestesi Lokal 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

SEDERHANA A 200.000 

SEDERHANA B 250.000 

SEDERHANA C 350.000 

KECIL A 2.000.000 

KECIL B 2.500.000 

SEDANG A 3.000.000 

SEDANG B 3.500.000 

SEDANG C 4.000.000 

BESAR A 4.500.000 

BESAR B 5.000.000 

BESAR C 5.500.000 

KHUSUS A 6.000.000 

KHUSUS B 8.000.000 

KHUSUS C 9.000.000 

KHUSUS D 10.000.000 



71 
 

KHUSUS E 11.000.000 

KHUSUS F 12.500.000 

CANGGIH A 15.000.000 

CANGGIH B 20.000.000 

CANGGIH C 25.000.000 

CANGGIH D 45.000.000 

CANGGIH E 60.000.000 

CANGGIH F 76.500.000 

CANGGIH G 85.000.000 

CANGGIH H 90.000.000 

 
Keterangan: 
Tindakan operatif adalah tindakan di kamar operasi. 

 

2. Tindakan Medik Operatif Dengan Anestesi Umum 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

TINDAKAN MEDIK KECIL A 2.000.000 

TINDAKAN MEDIK KECIL B 2.500.000 

TINDAKAN MEDIK KECIL C 3.000.000 

TINDAKAN MEDIK SEDANG A 3.500.000 

TINDAKAN MEDIK SEDANG B 4.000.000 

TINDAKAN MEDIK BESAR A 4.500.000 

TINDAKAN MEDIK BESAR B 5.000.000 

TINDAKAN MEDIK BESAR C 5.500.000 

TINDAKAN MEDIK KHUSUS A 6.000.000 

TINDAKAN MEDIK KHUSUS B 8.000.000 

TINDAKAN MEDIK KHUSUS C 9.000.000 

TINDAKAN MEDIK KHUSUS D 10.000.000 

TINDAKAN MEDIK KHUSUS E 11.000.000 

TINDAKAN MEDIK KHUSUS F 12.500.000 

CANGGIH A 15.000.000 

CANGGIH B 20.000.000 

CANGGIH C 25.000.000 

CANGGIH D 45.000.000 
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CANGGIH E 60.000.000 

CANGGIH F 76.500.000 

CANGGIH G 85.000.000 

CANGGIH H 90.000.000 

 

Keterangan: 
Tindakan operatif adalah tindakan di kamar operasi 

 

IV. RAWAT INTENSIF 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

ICU/CVCU/PICU/NICU 450.000 

HCU Kelas 3 50.000 

HCU Kelas 2 100.000 

HCU Kelas 1 150.000 

HCU Kelas VIP 250.000 

Rekam Medik  20.000 

Visite DPJP Utama / Hari 150.000 

Visite DPJP Raber / Hari 120.000 

Visite Dokter Umum / Hari 70.000 

Asuhan Keperawatan Dasar/ Hari 125.000 

Layanan Gizi Pasien Per Hari Kelas 

Intensif / Hari 
100.000 

 

Keterangan: 
1. Tarif berlaku 1kali kunjungan. 

2. Asuhan Keperawatan terdiri dari : 

a. Pemeriksaan Tanda-tanda vital; 

b. Memandikan Pasien;  
c. Membantu pasien BAB dan BAK; 

d. Vulva Higine;   

e. Oral Higine;   
f. Membantu Memberi makan dan minum; 

g. Memberikan obat Injeksi, Oral dan Pasang Oksigen; dan 

h. Mencuci Rambut. 
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V. TINDAKAN NON OPERATIF 

A. Tanpa Anestesi 

 

 
B. Dengan Anestesi 

 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

KECIL  

-A 64.000 

-B 96.000 

-C 128.000 

-D 192.000 

SEDANG  

-A 230.400 

-B 320.000 

-C 384.000 

-D 512.000 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

KECIL 

-A 50.000 

-B 75.000 

-C 100.000 

-D 150.000 

SEDANG 

-A 180.000 

-B 250.000 

-C 300.000 

-D 400.000 

BESAR 

-A 500.000 

-B 600.000 

-C 650.000 

-D 700.000 

KHUSUS 750.000 
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BESAR  

-A 640.000 

-B 768.000 

-C 832.000 

-D 896.000 

KHUSUS 960.000 

 
Keterangan: 
1. Tindakan di luar Kamar Operasi. 

2. Tindakan penunjang kecil, sedang dan besar termasuk dalam Tindakan Non 

Operatif 

3. Tindakan penunjang kecil dan sedang dalam satu hari dihitung 1x (satu kali) 

Tarif kelompok yang sama. 

 

VI. INSTALASI GAWAT DARURAT 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

Pemeriksaan Dokter Umum 50.000 

Konsultasi Sub/Spesialis 50.000 

 

Keterangan Tambahan  : 

1. Tarif berlaku 1 kali kunjungan. 
2. Konsultasi antar spesialis/sub spesialis  hanya dikenakan jasa pelayanan. 

 

VII. PELAYANAN HOME CARE  

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

Dokter Umum 125.000 

Dokter Spesialis 250.000 

Pendampingan perawat : 

0 sd 1 jam 75.000 

(1 jam <sd<12)/jam 50.000 

(12jam<sd23jam) 25.000 

24 jam 450.000 

Pelayanan Transportasi 

-dalam kota (Per KM) 10.000 

-luar Kota (per km) 12.000 

 
Keterangan: 
Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali kunjungan  
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VIII. PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

KECIL A 80.000 

KECIL B 100.000 

KECIL C 120.000 

SEDANG A 130.000 

SEDANG B 200.000 

SEDANG C 250.000 

BESAR A 300.000 

BESAR B 500.000 

BESAR C 650.000 

KHUSUS A 700.000 

KHUSUS B 1.000.000 

KHUSUS C 1.500.000 

KHUSUS E 1.750.000 

KHUSUS D 2.500.000 

KHUSUS F 3.500.000 

 

Keterangan Tambahan  : 
Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali pemeriksaan 

 

IX. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK 

A. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

SEDERHANA     15.000  

KECIL A     20.000  

KECIL B     25.000  

KECIL C     30.000  

SEDANG A     40.000  

SEDANG B     50.000  

SEDANG C     60.000  

BESAR A     70.000  

BESAR B   100.000  
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BESAR C   150.000  

KHUSUS A   250.000  

KHUSUS B   700.000  

 

Keterangan: 
Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali pemeriksaan. 

 

B. Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

KECIL 45.000 

SEDANG 65.000 

BESAR 400.000 

KHUSUS 550.000 

 
Keterangan: 
Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali pemeriksaan. 

 

C. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

SEDERHANA 30.000 

KECIL A 175.000 

KECIL B 250.000 

KECIL C 375.000 

SEDANG A 400.000 

SEDANG B 450.000 

SEDANG C 500.000 

BESAR A 600.000 

BESAR B 700.000 

KHUSUS A 850.000 

KHUSUS B 1.000.000 

KHUSUS C 1.500.000 

 

Keterangan: 
Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali pemeriksaan. 
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X. PELAYANAN HEMODIALISA 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

HEMODIALISA 850.000 

 
Keterangan: 
Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali pemeriksaan. 

 

XI. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

Bedah Mayat 550.000 

Perawatan Jenazah 100.000 

Pemeriksaan Untuk Menerbitkan 

Surat Keterangan Sebab 

Kematian/Visum et Repertum 

50.000 

 

XII. PELAYANAN BDRS 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

Darah/Komponen Darah 420.000 

Crossmacth 70.000 

Kecil A 20.000 

Kecil B 50.000 

 
XIII. KEFARMASIAN 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

Obat Kemo 150.000 

Apoteker (Pasien Rawat Inap) 25.000 

 
XIV. TINDAKAN MEDIKJIWA/PSIKIATRIS 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

TINDAKAN DIAGNOSTIK KESEHATAN JIWA 

KECIL  75.000 

SEDANG 150.000 
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BESAR 250.000 

TINDAKAN TERAPI JIWA 

KECIL A 30.000 

KECIL B 50.000 

SEDANG A 100.000 

SEDANG B 150.000 

BESAR A 200.000 

BESAR B 250.000 

 

Keterangan: 
Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali pemeriksaan. 

 

XV. PELAYANAN KEBIDANAN 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

Persalinan normal dengan dokter 

spesialis 

1.200.000 

Persalinan Patologis 2.000.000 

Persalinan dengan tindakan 2.500.000 

 

Keterangan: 
Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali per tindakan. 

 

XVI. PELAYANAN KEMOTERAPI 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

KEMOTERAPI PER TINDAKAN/PER 

HARI 

750.000 

 

XVII. PELAYANAN FISIOTERAPI/REHABILITASI MEDIK 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

KECIL 67.000 

SEDANG 98.000 

BESAR 150.000 

KHUSUS 250.000 

 

Keterangan: 
Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali pemeriksaan. 
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XVIII. PELAYANAN TERAPI WICARA 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

KECIL 20.000 

SEDANG 30.000 

BESAR 45.000 

KHUSUS 50.000 

Keterangan: 
Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali pemeriksaan. 

 

XIX. PELAYANAN KONSULTASI GIZI 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

Asuhan Gizi (Pasien Rawat Inap) 25.000 

Keterangan: 
Memberi Asuhan gizi dengan melakukan kunjungan ke pasien. 

 

XX. INSTALASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

KATEGORI PELAYANAN 
JUMLAH 

(Rp) 

Verifikasi Pasien 20.000 

Keterangan: 
Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali per tindakan. 

 

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN RETRIBUSI PELAYANAN 

KESEHATAN RSUD WARU. 
 

I. RAWAT JALAN POLI SPESIALIS 

KATEGORI 
PELAYANAN 

JASA SARANA 
(Rp) 

JASA PELAYANAN 
(Rp) 

JUMLAH 
(Rp) 

Pemeriksaan Poli 
Spesialis 

9.000 36.000 45.000 

Konsul Antar Poli 

Spesialis 

 36.000 36.000 

Pelayanan 
Pemeriksaan Poli 

Umum dan Gigi 

6.000 24.000  30.000  

 
Keterangan: 

1. Tarif berlaku 1 kali kunjungan. 

2. Konsultasi antar poliklinik hanya dikenakan jasa pelayanan. 
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II. RAWAT INAP 

KATEGORI PELAYANAN 
JASA 

SARANA 

(Rp) 

JASA 
PELAYANAN 

(Rp) 

JUMLAH 

(Rp) 

Layanan Rawat Inap     

1. Kelas 3 40.000 - 40.000 

2. Kelas 2 80.000 - 80.000 

3. Kelas 1 140.000 - 140.000 

4. Kelas VIP 225.000 - 225.000 

5. Kelas VVIP 400.000 - 400.000 

Visite DPJP Utama/Hari - 70.000 70.000 

Visite DPJP Raber/Hari - 60.000 60.000 

Visite Dokter Umum/ 

Hari 

- 35.000 35.000 

Asuhan Keperawatan 
Dasar/ Hari 

- 50.000 50.000 

Layanan Gizi Pasien Per 

Hari Kelas 3/Hari 
25.000 5.000 30.000 

Layanan Gizi Pasien Per 
Hari Kelas 2/Hari 

40.000 5.000 45.000 

Layanan Gizi Pasien Per 

Hari Kelas 1/Hari 
65.000 5.000 70.000 

Layanan Gizi Pasien Per 
Hari Kelas VIP/Hari 

90.000 5.000 95.000 

Keterangan: 

1. Tarif berlaku 1 kali kunjungan. 
2. Asuhan Keperawatan terdiri dari : 

a. pemeriksaan tanda-tanda vital; 

b. memandikan pasien;  
c. membantu pasien BAB dan BAK; 

d. vulva higine;  

e. oral higine; 

f. membantu memberi makan dan minum; 
g. memberikan obat injeksi, oral dan pasang oksigen; dan 

h. mencuci rambut. 

 
III. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK 

A. TINDAKAN MEDIK  OPERATIF 

1.  TINDAKAN MEDIK OPERATIF DENGAN ANESTESI LOKAL 

KATEGORI 

PELAYANAN 

JASA SARANA 

(Rp) 

JASA 

PELAYANAN 
(Rp) 

JUMLAH 

(Rp) 

Sederhana A 77.000 98.000 175.000 

Sederhana B 88.000 112.000 200.000 

Sederhana C 132.000 168.000 300.000 

Kecil A 748.000 952.000 1.700.000 

Kecil B 968.000 1.232.000 2.200.000 

Sedang A 1.210.000 1.540.000 2.750.000 

Sedang B 1.408.000 1.792.000 3.200.000 

Sedang C 1.628.000 2.072.000 3.700.000 

 

Keterangan: Tindakan operatif adalah tindakan di kamar operasi 
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2. TINDAKAN MEDIK OPERATIF DENGAN ANESTESI UMUM 

KATEGORI  

PELAYANAN 

JASA SARANA 

(Rp) 

JASA 
PELAYANAN 

(Rp) 

JUMLAH 

(Rp) 

Tindakan Medik Kecil A 792.000 1.008.000 1.800.000 

Tindakan Medik Kecil B 1.012.000 1.288.000 2.300.000 

Tindakan Medik Kecil C 1.232.000 1.568.000 2.800.000 

Tindakan Medik Sedang A 1.452.000 1.848.000 3.300.000 

Tindakan Medik Sedang B 1.672.000 2,128,000 3.800.000 

Tindakan Medik Besar A 1.892.000 2.408.000 4.300.000 

Tindakan Medik Besar B 2.112.000 2.688.000 4.800.000 

Tindakan Medik Besar C 2.332.000 2.968.000 5.300.000 

Tindakan Medik Khusus A 2.552.000 3.248.000 5.800.000 

Tindakan Medik Khusus B 3.432.000 4.368.000 7.800,000 

Tindakan Medik Khusus C 3.872.000 4.928.000 8,800.000 

Tindakan Medik Khusus D 4.180.000 5.320.000 9.500.000 

Tindakan Medik Khusus E 4.620.000 5.880.000 10.500.000 

Tindakan Medik Khusus F 5.280.000 6.720.000 12.000.000 

Canggih A 6.380.000 8.120.000 14.500.000 

Canggih B 8.360.000 10.640.000 19.000.000 

Canggih C 10.560.000 13.440.000 24.000.000 

Canggih D 18.920.000 24.080.000 43.000.000 

Canggih E 24.640.000 31.360.000 56.000.000 

Canggih F 32.120.000 40.880.000 73.000.000 

 

Keterangan: Tindakan operatif adalah tindakan di kamar operasi. 

 
IV.  RAWAT INTENSIF 

KATEGORI PELAYANAN 
JASA SARANA 

(Rp) 

JASA 

PELAYANAN 
(Rp) 

JUMLAH 

(Rp) 

ICU/CVCU/PICU/NICU 400.000 - 400.000 

HCU Kelas 3 40.000 - 40.000 

HCU Kelas 2 80.000 - 80.000 

HCU Kelas 1 125.000 - 125.000 

HCU Kelas VIP 200.000 - 200.000 

Visite DPJP Utama/Hari - 125.000 125.000 

Visite DPJP Raber/Hari - 100.000 100.000 

Visite Dokter Umum/Hari - 65.000 65.000 

Asuhan Keperawatan 
Dasar/Hari 

- 100.000 100.000 

Layanan Gizi Pasien Per 

Hari Kelas Intensif/Hari 
95.000 5.000 100.000 

 
Keterangan: 

1.  Tarif berlaku 1 kali kunjungan. 

2. Asuhan Keperawatan terdiri dari : 
a. pemeriksaan tanda-tanda vital; 

b. memandikan pasien;  

c. membantu pasien BAB dan BAK; 
d. vulva higine;   
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e. oral higine;   

f. membantu memberi makan dan minum; 
g. memberikan obat injeksi, oral dan pasang oksigen; 

h. mencuci rambut. 

 

V.  TINDAKAN NON OPERATIF 

A. TANPA ANESTESI 

KATEGORI 
PELAYANAN 

JASA SARANA 
(Rp) 

JASA PELAYANAN 
(Rp) 

JUMLAH 
(Rp) 

Kecil  

-A 17,600 22,400 40.000 

-B 26,400 33,600 60.000 

-C 35,200 44,800 80.000 

-D 57,200 72,800 130.000 

Sedang  

-A 66,000 84,000 150.000 

-B 101,200 128,800 230.000 

-C 123,200 156,800 280.000 

-D 165,000 210,000 375.000 

Besar  

-A 198,000 252,000 450.000 

-B 242,000 308,000 550.000 

-C 242,000 308,000 550.000 

-D 286,000 364,000 650.000 

Khusus 308,000 392,000 700.000 

 

B. DENGAN ANESTESI 

KATEGORI 
PELAYANAN 

JASA SARANA 
(Rp) 

JASA PELAYANAN 
(Rp) 

JUMLAH 
(Rp) 

Kecil  

-A 19,250 35,750 55,000 

-B 29,750 55,250 85,000 

-C 40,250 74,750 115,000 

-D 63,000 117,000 180,000 

Sedang  

-A 73,500 136,500 210,000 

-B 105,000 195,000 300,000 

-C 122,500 227,500 350,000 

-D 171,500 318,500 490,000 

Besar  

-A 213,500 396,500 610,000 

-B 262,500 487,500 750,000 

-C 283,500 526,500 810,000 

-D 297,500 552,500 850,000 

Khusus 327,250 607,750 935,000 

Keterangan: 
1. Tarif  tindakan non operatif dengan dokter spesialis anestesi, jasa 

pelayananya ditambah maksimal 50% (lima puluhpersen) dari jasa 

pelayanan. 

2. Tindakan di luar Kamar Operasi. 
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3. Tindakan penunjang kecil dan sedang dalam satu hari dihitung 1x (satu 

kali) Tarip kelompok yang sama. 

 

VI.  INSTALASI GAWAT DARURAT 

KATEGORI 

PELAYANAN 

JASA SARANA 

(Rp) 

JASA PELAYANAN 

(Rp) 

JUMLAH 

(Rp) 

Pemeriksaan Dokter 

Umum 

9.000 36.000 45.000 

Konsultasi 

Sub/Spesialis 

- 36.000 36.000 

Keterangan: 

1.  Tarif berlaku 1 kali kunjungan. 

2. Konsultasi antar spesialis/sub spesialis  hanya dikenakan jasa pelayanan. 
 

VII.  PELAYANAN HOME CARE 

KATEGORI 
PELAYANAN 

JASA SARANA 
(Rp) 

JASA PELAYANAN 
(Rp) 

JUMLAH 
(Rp) 

Dokter Umum - 100.000 100.000 

Dokter Spesialis - 200.000 200.000 

Pendampingan 

perawat : 

 

0 sd 1 jam - 60.000 60.000 

(1 jam <sd<12)/jam - 40.000 40.000 

(12jam<sd 23 jam) - 20.000 20.000 

24 jam - 400.000 400.000 

Pelayanan 

Transportasi 

 

-dalam kota (Per 

KM) 

10.000 - 10.000 

-luar Kota (per km) 12.000 - 12.000 

Keterangan : Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali kunjungan. 
 

VIII. PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK 

KATEGORI 

PELAYANAN 

JASA SARANA 

(Rp) 

JASA PELAYANAN 

(Rp) 

JUMLAH 

(Rp) 

Kecil A 39,200 30,800 70,000 

Kecil B 50,400 39,600 90,000 

Kecil C 61,600 48,400 110,000 

Sedang A 67,200 52,800 120,000 

Sedang B 100,800 79,200 180,000 

Sedang C 123,200 96,800 220,000 

Besar A 156,800 123,200 280,000 

Besar B 252,000 198,000 450,000 

Besar C 336,000 264,000 600,000 

Khusus A 375,200 294,800 670,000 

Khusus B 532,000 418,000 950,000 

Khusus C 812,000 638,000 1,450,000 

Khusus E 952,000 748,000 1,700,000 
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Khusus D 1,344,000 1,056,000 2,400,000 

Khusus F 1,792,000 1,408,000 3,200,000 

Keterangan:  Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali pemeriksaan. 
 

 
IX.  PELAYANAN PENUNJANG MEDIK 

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK 

 

KATEGORI 

PELAYANAN 

JASA SARANA 

(Rp) 

JASA PELAYANAN 

(Rp) 

JUMLAH 

(Rp) 

Sederhana 8,400 3,600 12,000 

Kecil A 10,500 4,500 15,000 

Kecil B 14,000 6,000 20,000 

Kecil C 17,500 7,500 25,000 

Sedang A 24,500 10,500 35,000 

Sedang B 31,500 13,500 45,000 

Sedang C 38,500 16,500 55,000 

Besar A 45,500 19,500 65,000 

Besar B 59,500 25,500 85,000 

Besar C 94,500 40,500 135,000 

Khusus A 150,500 64,500 215,000 

Khusus B 455,000 195,000 650,000 

Keterangan : Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali pemeriksaan. 
 

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI 
 

KATEGORI 

PELAYANAN 

JASA SARANA 

(Rp) 

JASA PELAYANAN 

(Rp) 

JUMLAH 

(Rp) 

KECIL 28,000 12,000 40,000 

SEDANG 42,000 18,000 60,000 

BESAR 262,500 112,500 375,000 

KHUSUS 350,000 150,000 500,000 

Keterangan : Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali pemeriksaan. 

 

C. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI 

 

KATEGORI 

PELAYANAN 

JASA 

SARANA 
(Rp) 

JASA PELAYANAN 

(Rp) 

JUMLAH 

(Rp) 

Sederhana 11,000 14,000 25,000 

Kecil A 66,000 84,000 150,000 

Kecil B 99,000 126,000 225,000 

Kecil C 154,000 196,000 350,000 

Sedang A 165,000 210,000 375,000 

Sedang B 187,000 238,000 425,000 

Sedang C 209,000 266,000 475,000 

Besar A 253,000 322,000 575,000 

Besar B 297,000 378,000 675,000 

Khusus A 352,000 448,000 800,000 

Khusus B 396,000 504,000 900,000 

Khusus C 594,000 756,000 1,350,000 

Keterangan : Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali pemeriksaan. 
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X.  PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH 

KATEGORI PELAYANAN 
JASA 

SARANA 

(Rp) 

JASA 
PELAYANAN 

(Rp) 

JUMLAH 

(Rp) 

Bedah Mayat 200.000 300.000 500.000 

Perawatan Jenazah 60.000 40.000 100.000 

Pemeriksaan Untuk 
Menerbitkan Surat 

Keterangan Sebab 

Kematian/Visum et Repertum 

34.000 16.000 40.000 

 

XI.  PELAYANAN BDRS 

KATEGORI 
PELAYANAN 

JASA SARANA 
(Rp) 

JASA PELAYANAN 
(Rp) 

JUMLAH 
(Rp) 

Whole Blood (WB) 22,750 12,250 35.000 

Packed Red Cells (PRC) 55,250 29,750 85.000 

Fresh Froozan Plasma 

(FFP) 

22,750 12,250 35.000 

Trombosit 22,750 12,250 35.000 

 
XII.  KEFARMASIAN 

KATEGORI 

PELAYANAN 

JASA SARANA 

(Rp) 

JASA PELAYANAN 

(Rp) 

JUMLAH 

(Rp) 

Viste Apoteker 

(Pasien Rawat Inap) 

 15.000 15.000 

Pelayanan Resep 

Rawat Jalan 
(perorang) 

1.000 4.000 5.000 

Pelayanan Resep 

Rawat Inap 
(perorang) 

1.000 4.000 5.000 

 
XIII.  PELAYANAN KEBIDANAN 

KATEGORI 
PELAYANAN 

JASA SARANA 
(Rp) 

JASA PELAYANAN 
(Rp) 

JUMLAH 
(Rp) 

Persalinan normal 

dengan dokter 
spesialis 

440,000 660,000 1,100,000 

Persalinan Patologis 700,000 1,050,000 1,750,000 

Persalinan dengan 

tindakan 

900,000 1,350,000 2,250,000 

Keterangan: Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali per tindakan. 
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XIV.  PELAYANAN FISIOTERAPI/REHABILITASI MEDIK 

 

KATEGORI 
PELAYANAN 

JASA SARANA 
(Rp) 

JASA PELAYANAN 
(Rp) 

JUMLAH 
(Rp) 

Kecil 33,000 22,000 55,000 

Sedang 51,000 34,000 85,000 

Besar 81,000 54,000 135,000 

Khusus 135,000 90,000 225,000 

Keterangan: Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali pemeriksaan. 

 
XV. PELAYANAN TERAPI WICARA 

KATEGORI 

PELAYANAN 

JASA SARANA 

(Rp) 

JASA PELAYANAN 

(Rp) 

JUMLAH 

(Rp) 

Kecil 7,200 10,800 18,000 

Sedang 11,200 16,800 28,000 

Besar 16,000 24,000 40,000 

Khusus 18,000 27,000 45,000 

Keterangan: Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali pemeriksaan. 

 
XVI. PELAYANAN KONSULTASI GIZI 

KATEGORI 
PELAYANAN 

JASA SARANA 
(Rp) 

JASA PELAYANAN 
(Rp) 

JUMLAH 
(Rp) 

Asuhan Gizi (Pasien 

Rawat Inap) 

 15.000 15.000 

Keterangan : Memberi Asuhan gizi dengan melakukan kunjungan ke pasien. 
 

XVII. INSTALASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

KATEGORI 

PELAYANAN 

JASA SARANA 

(Rp) 

JASA PELAYANAN 

(Rp) 

JUMLAH 

(Rp) 

Verifikasi Pasien 12.000 12.000 20.000 

Keterangan : Tarif tersebut dihitung untuk 1 kali per tindakan. 

 

 
3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN RETRIBUSI LAYANAN 

PUSKESMAS 

 

NO JENIS PELAYANAN 
TARIF 
(Rp) 

JASA 

SARANA 
(%) 

JAPEL 

(%) 

A Pelayanan Rawat Jalan    

1 Pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan 
gigi, KIA 

      
25.000  

 
56 

 
44 

2 Konsultasi ahli dokter spesialis (on call) 35.000 25 75 

3 Konsultasi gizi 5.000  56 44 

4 Konsultasi kesehatan lingkungan 5.000  56 44 

5 Konsultasi/visite apoteker 10.000  44 56 

6 Pelayanan akupresur 20.000  56 44 
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B Pelayanan kegawatdaruratan    

1 Pelayanan kegawat daruratan di luar 
tindakan medis lainnya 

45.000  56 44 

2 Pelayanan observasi< 6 jam 25.000  56 44 

C Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care)    

1 Pelayanan kunjungan rumah 80.000  44 56 

D Pelayanan Rawat Inap    

1 Kelas VIP  400.000  44 56 

a Konsultasi ahli dokter spesialis (on call) 35.000  25 75 

2 Kelas zaal 300.000 44 56 

A Konsultasi ahli dokter spesialis (on call) 35.000  25 75 

E Pelayanan Farmasi    

1 Pelayanan obat racikan (puyer, kapsul, 

sediaan lainnya) 

10.000  56 44 

F Pelayanan Kebidanan, Penyakit Kandungan 

dan KB 

   

1 Persalinan normal oleh dokter di puskesmas 1.000.000 20 80 

2 Persalinan normal oleh timtenagakesehatan  

di puskesmas dan jaringannya 

875.000 20 80 

3 Persalinan dengan tindakan emergensi 

dasar di puskesmas PONED lama perawatan 

2 (dua) hari 

1.250.000 22 78 

4 Persalinan dengan tindakan emergensi 

dasar di puskesmas PONED lama perawatan 

3 (tiga) hari 

1.500.000 22 78 

5 Pelayanan kesehatan pasca persalinan 40.000 22 78 

6 Pelayanan tindakan pasca persalinan bagi 

Puskesmas PONED 

180.000 22 78 

7 Pengambilan sisa plasenta di puskesmas 250.000  25 75 

8 Perawatan pasca abortus 525.000 24 76 

9 Kuretase 525.000 24 76 

10 Penanganan komplikasi KB pasca 

persalinan 

150.000 17 83 

11 Penanganan pra rujukan 175.000 29 71 

12 Pertolongan gawat darurat bayi baru lahir 175.000 29 71 

13 Suntik KB    

 Dosis 1 bulan ANC 35.000 40 60 

 Dosis 3 bulan 30.000 25 75 

14 Pelayanan terapi krio untuk IVA positif 150.000 56 44 

15 Penanganan heacting perineum 150.000 56 44 

G. Pelayanan Tindakan Medik    

1 Tindakan Medik Ringan    

a Jahit luka 1 s.d 5 jahitan 70.000  44 56 

b Jahit luka 6 s.d 10 jahitan 130.000  44 56 

c Jahitan luka lebih dalam dari 10 jahitan 160.000  44 56 

d Angkat jahitan 1 s.d 5 jahitan 35.000  44 56 

e Angkat jahitan 6 s.d 10 jahitan 60.000  44 56 

f Angkat jahitan lebih dari 10 jahitan 85.000  44 56 

g Incisi/cross incise 75.000  44 56 

h Ingasi bola mata 40.000  44 56 

i Tindik per daun telinga 50.000  44 56 

j Repair per daun telinga 60.000  44 56 

k Pemasangan IUD 135.000  44 56 

l Pencabutan IUD 135.000  44 56 
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m Pemasangan implant 135.000  44 56 

n Pencabutan implant 135.000  44 56 

o Pengambilan benda asing di telinga 60.000  44 56 

p Pengambilan benda asing di hidung 60.000  44 56 

q Pengambilan benda asing di mata 60.000  44 56 

r Operasi bedah minor 150.000 44 56 

s Pemasangan infuse     40.000  44 56 

t Pemasangan kateter 60.000  44 56 

u Pencabutan kateter 40.000  44 56 

v Pemakaian/pemasangan oksigen per jam 30.000  44 56 

w Pencabutan kuku 50.000  44 56 

x Pelayanan penguapan saluran nafas (tidak 

termasuk obat) 

60.000  44 56 

y Pelayanan kumbah lambung 60.000  44 56 

z Pelayanan pencahar 60.000  44 56 

aa Perawatan luka ringan 40.000  44 56 

ab Perawatan luka sedang 50.000  44 56 

ac Resusitasi anak dan dewasa 60.000  44 56 

ad Tampon telinga 40.000  44 56 

ae Pasang tampon anterior 50.000  44 56 

af Cabut tampon anterior 40.000  44 56 

ag Debridement luka bakar< 20% 60.000  44 56 

ah Debridement luka bakar> 20% 85.000  44 56 

ai Pasang spalk 40.000  44 56 

2 Tindakan Medik Sedang  44 56 

a Khitan 160.000  44 56 

b Vasektomi 410.000  44 56 

3 Tindakan Medik Gigi  44 56 

a Pembersihan karang gigi (per regio) kelas I 40.000  44 56 

b Pembersihan karang gigi (per regio) kelas II 60.000   

c Pembersihan karang gigi (per regio) kelas III 80.000   

d Pembersihan karang gigi dengan kuret (per 

regio) 

50.000  44 56 

e Pencabutan gigi anak 40.000  44 56 

f Pencabutan gigi anak dengan komplikasi 50.000  44 56 

g Pencabutan gigi dewasa tanpa komplikasi 70.000  44 56 

h Pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi 100.000  44 56 

i Insisi abses gigi 65.000  56 44 

j Insisi mucocel 65.000  56 44 

k Jahit luka per gigi 35.000  56 44 

l Odontektomi kelas I 500.000  44 56 

m Operkulektomi 100.000  56 44 

n Splinting per rahang 500.000  56 44 

o Frenektomi 300.000  56 44 

p Tambal gigi sementara per kunjungan 50.000  44 56 

q Tambal gigi tetap dengan GIC  100.000  44 56 

r Tambal gigi tetap dengan komposit sinar 

(light curing) 

200.000  44 56 

s Perawatan luka di mulut 35.000  56 44 

t Koreksioklusi dengan grinding 40.000  56 44 

H Tindakan lain-Lain    

a Angkat jahitan 20.000  44 56 

b Kuretase post ekstrasi 25.000  44 56 
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c Kontrol splinting 20.000  44 56 

I Pelayanan Pemeriksaan Penunjang 
Diagnosis 

   

1 Pemeriksaan Laboratorium Klinik    

I Hematologi    

a Hemoglobin 15.000 60 40 

b Hematokrit 15.000 60 40 

c Htgtrombosit 15.000 60 40 

d Eritrosit 15.000 60 40 

e Leukosit 15.000 60 40 

f Laju endapd arah 15.000  60 40 

g Masa perdarahan 15.000  60 40 

h Masa pembekuan 15.000  60 40 

j Htg. oosinofil/diffcount 15.000 60 40 

j Darah lengkap 60.000 60 40 

2 Kimia Klinik    

a Gula darah puasa 15.000 60 40 

b Gula darah sewaktu 17.000 60 40 

c HbA1c 165.000 60 40 

d Total protein  24.000 60 40 

e Albumin/globulin 30.000 60 40 

f Bilirubin 30.000 60 40 

g SGOT 30.000 60 40 

h SGPT 30.000 60 40 

i Alkali fostastase 30.000 60 40 

j Asamurat 45.000 60 40 

k Serum kreatinin 30.000 60 40 

l BUN (Blood Urea Nitrogen) untukfaalhati 30.000 60 40 

m Kholesterol total 45.000 60 40 

n Kholesterol HDL 45.000 60 40 

o Kholesterol LDL 60.000 60 40 

p Trigliserida 50.000 60 40 

3 Mikrobiologi Parasitologi    

a Pengecatan BTA 30.000 60 40 

b Diplococcus Gram Negative (Nisseria 
Gonnorrhoeae) 

20.000  60 40 

c Sediaan Trikomonas 30.000  60 40 

d Sedian Kandida 30.000  60 40 

e Bacterial Vaginosis 30.000 60 40 

f Microfilaria 30.000  60 40 

g Jamur permukaan 30.000  60 40 

h Malaria 30.000 60 40 

i Pengecatan gram 30.000 60 40 

j Hapusandarah 30.000 60 40 

4 Imunologi    

a Test kehamilan 20.000 60 40 

b Golongan darah 20.000 60 40 

c Widal 30.000 60 40 

d VDRL (pemeriksaan siphilis dg manual) 40.000 60 40 

e HBsAg 60.000 60 40 

f HBsAb 40.000 60 40 

g Rapid HIV 100.000 60 40 

h Antigen/antibodi dengue 150.000 60 40 
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i Rapid Siphilis 70.000 60 40 

j Rapid test antibody/antigen Covid-19 150.000 60 40 

5 Urinalisa    

a Mikroskopis : warna, bau, kejernihan, 
volume 

10.000 60 40 

b pH 15.000 60 40 

c Berat jenis 15.000 60 40 

d Protein urine 20.000 60 40 

e Glukosa 20.000 60 40 

f Bilirubin 15.000 60 40 

g Urobilinogen 15.000 60 40 

h Keton 15.000 60 40 

i Nitrit 15.000 60 40 

j Sedimen 15.000 60 40 

k Lekosit 15.000 60 40 

l Eritrosit 15.000 60 40 

m Urine lengkap 50.000 60 40 

6 Tinja    

a Analisistinja: konsistensi, warna, bau, 

lendir, darah 

20.000 60 40 

b Darah samar 30.000 60 40 

c Mikroskopis 20.000 60 40 

d Faeces lengkap 50.000 60 40 

J. PelayananPemeriksaanPenunjang Diagnosis 

Lainnya 

   

a Pemeriksaan laboratorium ANC terpadu 
meliputi HB, golongandarah, HIV, HBsAG, 

glukosa, protein urine, siphilis 

80.000 60 40 

b Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual 
AsamAsetat) 

25.000 56 44 

c Pemeriksaan EKG (rekam jantung) 48.000 60 40 

d Pemeriksaan USG 60.000  56 44 

K Pelayananan Pemeriksaan Lingkungan    

a Pemeriksaan bakteriologi air 75.000  60 40 

b Pemeriksaan kimia air 150.000  60 40 

L Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan    

a Pemeriksaan kesehatan 10.000 50 50 

b Calon pengantin dan paket pemeriksaan 

laboratorium meliputi pemeriksaan HIV, Gol 
Darah, HB 

115.000 60 40 

c Calon jemaah haji dan paket pemeriksaan 

laboratorium di luar pemeriksaan tes 
kehamilan dan rujukan medis 

500.000 60 40 

M Pelayanan Transportasi Rujukan 

 

   

a Rujukan biasa dan rujukan jenasah per km 10.000 60 40 

b Rujukan emergensi per km 12.000 60 40 

c Catatan : jarak minimal 10 km PP, bila lebih 
10 km ditambah Rp. 5.000 per km 

   

N Pelayanan Lain-Lain    

a Pemeriksaan untuk penerbitan Surat 
Keterangan Kematian 

25.000 40 60 

b Visum et Repertum (pemeriksaan luar)    

 - Korban hidup 50.000 40 60 
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 - Korban mati/jenazah 100.000 40 60 

c Pelayanan bimbingan praktek kesehatan 
untuk magang/praktikum/survey per bulan 

100.000 40 60 

d Pelayanan P3K terdiri ambulance medis dan 

tenaga kesehatan(<per 8 jam) 

250.000 56 44 

     

 

4. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN RETRIBUSI PELAYANAN 

KESEHATAN UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) 
 

NO JENIS PELAYANAN 
TARIF 

(Rp) 

 

KETERANGAN  

1 HEMATOLOGI     

1 Hemoglobin 15.000    

2 Hematokrit 15.000  

3 Htg Trombosit 15.000  

4 Eritrosit 15.000  

5 Leokosit 15.000  

6 Laju endap darah 15.000  

7 Masa perdarahan 15.000  

8 Masa pembekuan 15.000  

9 Htgoosinofil/diffocount 15.000  

10 Darah lengkap 60.000  

11 PPT 70.000 

12 APTT 70.000 

13 Evaluasi hapusan darah 100.000 

14 Retikulosit 40.000 

15 Malaria Rapid Test 40.000 

16 Golongan Darah 20.000 

17 Rhesus 20.000 

2 KIMIA KLINIK   

2.1 TES NARKOBA    

1 Narkoba 10 Parameter 225.000  

2 Narkoba 7 Parameter 200.000  

3 Narkoba 6 Parameter 180.000 

4 Amphetamin II 40.000  

5 Barbituratest Plus 40.000  

6 Benzodiazepinees Plus 40.000  

7 Cocain II 40.000  

8 Cannabinoids II 40.000  

9 Opiatest II 40.000  

   

2.2 GLUKOSA   

1 Gula darah puasa 15.000  

2 2 JPP   17.000  

3 Gula Darah Sewaktu 17.000  

4 HBA1C 165.000  

2.3 FUNGSI HATI   

1 Total protein 24.000  

2 Albumin/globulin 30.000  

3 Globulin 30.000  

4 Bilirubin Total 30.000  

5 Bilirubin Direct 30.000  

6 SGOT 30.000  

7 SGPT 30.000  
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8 Alkali fostastase 30.000   
 

9 Gamma GT 35.000   
 

10 BUN (Blood Urea Netrogen) utkfaalhati 30.000  
 

2.4 FUNGSI GINJAL   

 

1 Asamurat 45.000  

2 Serum kreatinin 30.000  

3 Urea 30.000  

2.5 LEMAK DARAH   

1 Kolesterol 45.000  

2 Kolesterol HDL 45.000  

3 Kolesterol LDL 60.000  

4 Trigliserida 50.000  

2.6 JANTUNG   

1 CKMB 60.000  

3 MIKROBIOLOGI PARASITOLOGI   

1 Pengecatan BTA 30.000  
 

2 Diplococcus Gram Negative Nisseria 

Gonnorrhoease 

30.000  

3 Sediaaan Trikomonas 30.000  

4 Bakterial Vaginosis 30.000  

5 Micrifilaria 30.000  

6 Jemur permukaan 30.000  

7 Malaria 30.000  

8 Pengecatan gram 30.000  

9 Hapusan darah 30.000  

4 IMMUNOLOGI DAN SEROLOGI   

1 Test kehamilan 20.000  

2 Golongan darah 20.000  

3 Widal 30.000  

4 VDRL (pemeriksaan syphilis dengan manual 40.000  

5 HbS Ag (rapid test) 60.000  

6 HbS Ag (Elfa) 190.000  

7 HbS Ag (Eclia) 316.000  

8 HBsAB 50.000  

9 Rapid HIV 100.000  

10 Antigen/Antibody dangue 150.000  

11 Rapid Syphilis 70.000  

12 Rapid test antibody Covid-19 150.000  

13 Rapid test antigen Covid-19 250.000  

14 Dengue  NS1 Ag  150.000  

15 IgG Salmonella 175.000  

16 IgM Salmonella 175.000  

17 CRP Kualitatif 65.000  

18 CRP Kuantitatif 100.000  

19 Anti - HBs 300.000  

20 HBsAg 300.000  

21 RF kualittatif 45.000  

22 RF kuantitatif 50.000  

5 URINALISA   

1 Mikroskopis : Warna, bau, kejernihan, 
volume 

10.000  

2 PH 15.000  

3 Berat 15.000  

4 Protein urine 15.000  

5 Glukosa 15.000  
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      6 Bilirubin 15.000  
 

7 Urobilinogen 15.000  
 

8 Keton 15.000  
 

9 Nitrit 15.000  
 

10 Sedimen 15.000  

 

11 Lekosit 15.000  

12 Eritrosit 15.000  

13 Urine lengkap 50.000  

6 TINJA   

15 Analisistinja :Konsistensi, warna, bau, 

lendir, darah 

20.000  

16 Darahsamar 30.000  

17 Mikroskopis : Warna, bau, kejernihan, 
volume 

20.000  

18 Faeceslengkap 50.000  

7 WOMAN HEALTH   

1 Toxo Ig G 230.000  

2 Toxo Ig M  230.000  

3 CMV Ig G 230.000  

4 CMV Ig M 230.000  

5 Rubella IgG 230.000  

6 Rubella Ig M 230.000  

7 Ig G Anti HSV I 145.000  

8 Ig M Anti HSV I 145.000  

9 Ig G Anti HSV II 145.000  

10 Ig M Anti HSV II 145.000  

11 Testoteron 230.000  

12 Progesteron 230.000  

8 ONCOLOGY   

1 Ca 15-3 (ELISA) 230.000  

2 Ca 125 (ELISA) 230.000  

3 Ca 19-9 (ELISA) 225.000  

4 CEA 225.000  

5 PSA 225.000  

9 ENDOCRINOLOGY   

1 T-3  180.000  

2 T-4 180.000  

3 TSH 190.000  

4 Free T-3 362.000  

5 Free T-4  236.000  

10 ELEKTROLIT   

1 Serum Elektrolit (Na, K, Cl) 95.000  

2 Calsium 35.000  

3 Magnesium 40.000  

4 Fosfor 35.000  

11 TES MIKROBIOLOGI SANITASI   

1 MPN Coliform metode tabung ganda 75.000  

2 MPN Coli tinja 80.000  

3 ALT (AngkaLempeng Total) 80.000  

4 E.Coli 70.000  

5 Salmonella 70.000  

6 Shigella 70.000  

7 Pseudomonas 70.000  

8 Sreptococcus 70.000  

9 Enterococcus 70.000  

10 Staphylococcus aureus 70.000  
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11 Vibrio Cholerae 70.000  
 

12 Listeria 100.000  
 

13 Bacillus 70.000  
 

14 Clostridium 70.000  
 

15 Kapang 80.000  

 

16 Khamir 80.000  

17 Enterobacter Sp. 70.000  

18 Usap Tangan 80.000  

19 Usap Lantai 80.000  

20 Air Count Ruangan (per titik pengambilan) 400.000  

21 Coliform met.kultur + identifikasi 80.000  

22 Air Limbah 200.000  

23 Air Minum 200.000  

24 Air Bersih 150.000  

25 Air Kolam Renang 100.000  

26 Air Kemasan/SNI 250.000  

27 Makanan Jadi 250.000  

28 Minuman Ringan/Sari buah 250.000  

29 Usap Alat Makan 125.000  

30 Tes Sterilisasi 125.000  

12 KIMIA KESEHATAN   

12.1 KIMIA AIR   

1 Air Raksa (Hg) 75.000  

2 Aluminium (Al) 60.000  

3 Arsen (As) 75.000  

4 Barium (Ba) 60.000  

5 Besi (Fe) 60.000  

6 Kadmium (Cd) 60.000  

7 Kromium Total (Cr) 60.000  

8 Mangan (Mn) 60.000  

9 Natrium (Na) 60.000  

10 Perak (Ag) 60.000  

11 Selenium (Se) 70.000  

12 Seng (Zn) 60.000  

13 Tembaga (Cu) 60.000  

14 Timbal (Pb) 60.000  

15 Timah Putih (Sn) 60.000  

16 Sianida (CN-) 60.000  

17 Nikel (Ni) 60.000  

18 Cobalt (Co) 60.000  

19 Kaslium (Ca) 60.000  

20 Fluorida (F) 40.000  

21 Kromium 6+ (Cr 6+) 45.000  

22 Nitrat (NO3) 40.000  

23 Nitrit (NO2) 40.000  

24 Ammonia (NH3) 40.000  

25 Sisa Klor ( Cl2) 25.000  

26 Sulfat (SO42-) 40.000  

27 Deterjen 40.000  

28 Phosphat (PO4) 40.000  

29 Silikat (SiO2) 40.000  

30 pH 15.000  

31 Kesadahan 40.000  

32 Alkalinitas 40.000  

33 Klorida (Cl-) 40.000  

34 BOD 60.000  
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35 DO 45.000  
 

36 Minyak dan Lemak 30.000  
 

37 Oksigen Terabsorbsi (O2) 45.000  
 

38 Magnesium 25.000  
 

39 Salinitas 60.000  

 

40 NaCl 90.000  

41 Iodium 90.000  

42 Nitrogen 35.000  

43 Phosphor 60.000  

44 Sulfur 40.000  

45 Fenol 65.000  

46 Zat Organik (KMnO4) 45.000  

12.2 ANALISA TOKSIKOLOGI PESTISIDA (sampel 

air, pertanian dan manusia)   

  

1 Golongan Organ oklorin (kualitatif) 115.000  

2 Golongan Organ ofosfat (kualitatif) 115.000  

3 Golongan Karbamat (kualitatif) 115.000  

  ANALISA TOKSIKOLOGI KERACUNAN 

MAKANAN 

  

1 Arsen (As) 80.000  

2 Nitrit (NO2) 45.000  

3 Sianida (CN-) 45.000  

4 Logam Berat 110.000  

5 Ammonia (NH3) 45.000  

6 Ammonia (NH3) 45.000  

7 pH 15.000  

12.3 ANALISA MAKANAN/MINUMAN/BAHAN 

LAIN 

  

1 Air Raksa (Hg) 80.000  

2 Aluminium (Al) 65.000  

3 Arsen (As) 80.000  

4 Barium (Ba) 65.000  

5 Besi (Fe) 65.000  

6 Kadmium (Cd) 65.000  

7 Mangan (Mn) 65.000  

8 Natrium (Na) 65.000  

9 Perak (Ag) 65.000  

10 Selenium (Se) 80.000  

11 Seng (Zn) 65.000  

12 Tembaga (Cu) 65.000  

13 Timbal (Pb) 65.000  

14 TimahPutih (Sn) 65.000  

15 Sianida (CN-) 65.000  

16 Nikel (Ni) 65.000  

17 Cobalt (Co) 65.000  

18 Kalium (K) 65.000  

19 Kalsium (Ca) 65.000  

20 Fluorida (F) 60.000  

21 Nitrat (NO3) 60.000  

22 Nitrit (NO2) 60.000  

23 Ammonia (NH3) 60.000  

24 Sisa Klor ( Cl2) 35.000  

25 Sulfat (SO42-) 60.000  

26 Deterjen 60.000  

27 Phosphat (PO4) 60.000  

28 Alkalinitas 60.000  
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29 Lemak 95.000  
 

30 Protein 60.000  
 

31 Karbohidrat 60.000  
 

32 Pati 115.000  
 

33 Siklamat Kualitatif 85.000  

 

34 Siklamat Kuantitatif 60.000  

35 Sakarin Kualitatif 85.000  

36 Sakarin Kuantitatif 60.000  

37 Benzoat Kualitatif 85.000  

38 Bezoat Kuantitatif 60.000  

39 Borax 30.000  

40 Formalin 60.000  

41 Pewarna Buatan perjenis 45.000  

42 Kadar air 20.000  

43 Kadar Iodium 45.000  

44 Kadar Asam 45.000  

45 Angka Penyabunan 45.000  

46 Angka Peroksida 45.000  

47 Silikat (SiO2) 60.000  

48 pH 30.000  

49 Magnesium (Mg) 65.000  

50 Salinitas 115.000  

51 Minyak dan Lemak 30.000  

52 Kebasaan CaCO3 45.000  

53 NaCl 115.000  

54 Phospor 65.000  

55 COD 40.000  

56 Klorida (Cl-) 55.000  

57 Nitrogen (titrimetri) 60.000  

58 Nitrogen (spektro) 60.000  

59 Sulfur 60.000  

60 Alcohol 60.000  

61 Glukosa 60.000  

62 Gula 60.000  

63 Kadar Abu 35.000  

64 MSG 145.000  

65 Pemutih 45.000  

66 Serat 65.000  

67 Sukrosa 65.000  

68 Energi 145.000  

12.4 FISIKA   

1 Bau 10.000  

2 TDS 25.000  

3 Kekeruhan 20.000  

4 Rasa 10.000  

5 Suhu 10.000  

6 Warna 10.000  

7 TSS 25.000  

8 DHL 25.000  

13 PARASITOLOGI   

1 Faeces Rutin (Mikroskopis) 20.000  

2 Benzidine test 15.000  
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3 Filaria 25.000  
 

4 Trochomonas 50.000  
 

14 LAIN-LAIN   
 

1 ECG 50.000  
 

2 Foto Thorax Per Posisi 70.000  

 

3 Pap Smear 110.000  

4 BTA 25.000  

5 Pemeriksaan Dokter 30.000  

6 Legalisir Hasil Pengujian 2.500  

15 PAKET GENERAL CHECK UP   

1 Paket  1 239.000  

2 (DL, UL, OT, PT, GDA, Cholest, TG, HDL, 
LDL, Urea, Creat, UA) 

  

3 Paket  2 359.000  

4 (DL, UL, OT, PT, GDA, Cholest, TG, HDL, 

LDL , Urea, Creat, UA, ECG, Rongent) 

  

16 PAKET PEMERIKSAAN HAJI   

1 Pemeriksaan Dokter 20.000  

2 (UL,DL, Gula Darah, LDL, Cholesterol, 

golongan darah) 

125.000  

17 Pemeriksaan ANC TERPADU   

1 Hb, golongan darah, HIV, HBsAG, glukosa, 

protein urine, siphilis 

150.000 
 

18 PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL 
DARAH 

 
 

1 Pengambilan Sampel Darah 5.000 
 

2 Pengambilan Sampling Jarak( 1-5 ) km 20.000 
 

3 Pengambilan Sampling Jarak (6-10) km 25.000 
 

    

 

 

 
 

Pj. BUPATI PAMEKASAN, 
 

 

 
MASRUKIN 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN 
 

NO 
OBJEK 

RETRIBUSI 
GOLONGAN 

BESARAN 
RETRIBUSI 

(Rp) 

SATUAN KETERANGAN 

I. Sampah Rumah Tangga / Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

1. Rumah tangga 
kediaman 

I 30.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut < 0,04 

m3/hari (setara 
bak sampah 

karet) 

II 60.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut > 0,04 

m3/hari  

2. Rumah Kos  I 90.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut < 0,12 

m3/hari  

II 180.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut > 0,12 

s/d 0,24 m3/hari  

III 330.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 

terangkut > 0,24 
m3/hari (setara 

troli  sampah 

120 liter) 

3. PAUD/ TK I 60.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut < 0,08 

m3/hari  

II 120,000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 

terangkut > 0,08 

m3/hari  

4. Sekolah (SD/ 

SMP/ SMA/ 

Perguruan 
Tinggi / 

Sederajat) 

I 180.000 perbulan Rata-rata 

sampah 

terangkut < 0,24 
m3/hari  

II 330.000 perbulan Rata-rata 

sampah 

terangkut  0,24 
m3/hari sampai 

dengan 0,45 

m3/hari  
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III 660.000 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut < 0,45 

m3/hari (setara 

troli  sampah 
240 liter) 

5. Tempat 

Praktek 

Dokter 

I 60.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 

terangkut < 0,08 
m3/hari  

II 120,000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut > 0,08 

m3/hari  

6. Apotik/ 

Laboratorium 

I 180.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut < 0,24 

m3/hari  

II 330.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut  0,24 

m3/hari sampai 

dengan 0,45 
m3/hari  

7. Klinik/ 

Puskesmas 

I 180.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut < 0,24 

m3/hari  

II 330.000,00 perbulan Rata – rata 

sampah 
terangkut  0,24 

m3/hari sampai 

dengan 0,45 
m3/hari  

III 660.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut < 0,45 

m3/hari (setara 

troli  sampah 

240 liter) 

8. Rumah Sakit I 1.500.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut < 1 

m3/hari  

II 2.250.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 

terangkut  1 - 
2m3/hari  

III 4.600.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut  lebih 

dari 2 - 4 

m3/hari  
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IV 6.000.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut lebih 

dari 4 - 6 

m3/hari  

9. Terminal I 330.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut  < 0,45 

m3/hari  

II 660.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 

terangkut > 0,45 
m3/hari  

10. Hotel I 180.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 

terangkut < 0,24 
m3/hari  

II 330.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut  0,24 

m3/hari sampai 

dengan 0,45 

m3/hari  

III 660.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 

terangkut < 0,45 
m3/hari  

11. Rumah Makan 

/ Café/ 

Restoran/ 
Warung / Kios 

I 60.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 

terangkut > 0,08 
m3/hari (setara 2 

bak sampah 

karet) 

II 90.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut 0,08 – 

0,12 m3/hari  

III 180.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut  0,12 

s/d 0,24 m3/hari  

IV 330.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut 0,24 – 

0,45 m3/hari   

V 660.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut < 0,45 

m3/hari  

12. PKL  1.000,00 perhari  

13. Usaha Lain 

(Bengkel, 
Salon, Potong 

Rambut) 

I 60.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut < 0,08 

m3/hari  
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II 120,000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut > 0,08 

m3/hari  

14. Pertokoan I 60.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut < 0,08 

m3/hari  

II 120,000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut > 0,08 

m3/hari  

15. Perkantoran I 60.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut > 0,08 

m3/hari (setara 2 
bak sampah 

karet) 

II 90.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut 0,08 – 

0,12 m3/hari  

III 180.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut  0,12 

s/d 0,24 m3/hari  

IV 330.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut 0,24 – 

0,45 m3/hari   

V 660.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 

terangkut < 0,45 
m3/hari  

16. Industri I 90.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut < 0,12 

m3/hari  

II 180.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut  0,12 

s/d 0,24 m3/hari  

III 330.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut 0,24 – 

0,45 m3/hari   

IV 660.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut < 0,45 

m3/hari  

17. Pergudangan I 90.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut < 0,12 

m3/hari 
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II 180.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut  0,12 

s/d 0,24 m3/hari 

III 330.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut 0,24 – 

0,45 m3/hari   
 

IV 660.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 

terangkut < 0,45 
m3/hari  

18. Gedung 
Pertemuan  

I 100.000,00 satu kali 
angkut 

Rata-rata 
sampah 

terangkut < 2 

m3/hari (setara 
bak sepeda 

motor roda 3) 

II 200.000,00 satu kali 

angkut 

Rata-rata 

sampah 

terangkut  2 s/d 
4 m3/hari  

III 300.000,00 satu kali 

angkut 

Rata-rata 

sampah 

terangkut 4 – 6 
m3/hari   

19. Stadion Sepak 

Bola 

I 100.000,00 satu kali 

angkut 

Rata-rata 

sampah 
terangkut < 2 

m3/hari (setara 

bak sepeda 

motor roda 3) 

II 200.000,00 satu kali 

angkut 

Rata-rata 

sampah 

terangkut  2 s/d 
4 m3/hari  

III 300.000,00 satu kali 

angkut 

Rata-rata 

sampah 

terangkut 4 – 6 
m3/hari   

20. Pasar I 1.500.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut < 1 

m3/hari  

II 2.250.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut  1 - 

2m3/hari  

III 4.600.000,00 perbulan Rata-rata 
sampah 

terangkut  lebih 

dari 2 - 4 
m3/hari  
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IV 6.000.000,00 perbulan Rata-rata 

sampah 
terangkut lebih 

dari 4 - 6 

m3/hari  

21. Pengangkutan 
Residu dari 

TPS3R/ Bank 

Sampah 
Induk/ 

Rumah 

Kompos 

I 20.000,00 per satu kali 
angkut/ 

hari 

Rata-rata 
sampah 

terangkut < 3 

m3/hari  

II 30.000,00 per satu kali 

angkut/ 

hari 

Rata-rata 

sampah 

terangkut  3 - 
6m3/hari  

III 40.000,00 per satu kali 

angkut/ 

hari 

Rata-rata 

sampah 

terangkut  lebih 
dari 6 - 12 

m3/hari  

IV 50.000,00 per satu kali 
angkut/ 

hari 

Rata-rata 
sampah 

terangkut lebih 

dari 12 - 18 

m3/hari  

22. Pembuangan 

Sampah 

Mandiri ke 
TPA 

I 15.000,00 satu kali 

pembuangan 

menggunakan 

sepeda motor 

roda tiga 

II 20.000,00 satu kali 
pembuangan 

menggunakan 
pick up 

II 30.000,00 satu kali 

pembuangan 

menggunakan 

truk 

II. Sampah Spesifik 

1.  Pengangkutan 

Sampah 

Pemangkasan/ 
Penebangan 

Pohon 

I 100.000,00 satu kali 

pengangkutan 

menggunakan 

sepeda motor 

roda tiga untuk 
wilayah 

kecamatan 

Pamekasan, 
Palengaan, 

Proppo, 

Pademawu 

II 200.000,00 satu kali 
pengangkutan 

menggunakan 
truk untuk 

wilayah 

kecamatan 
Pamekasan, 

Palengaan, 

Proppo, 
Pademawu 

III 300.000,00 satu kali 

pengangkutan 

menggunakan 

truk untuk 

wilayah 
kecamatan Galis, 

Tlanakan, 

Larangan, 
Kadur, 

Pegantenan, 

Pakong 
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IV 400.000,00 satu kali 

pengangkutan 

menggunakan 

truk untuk 
wilayah 

kecamatan 

Waru, Pasean, 
Batumarmar 

2. Pengangkutan 

Sampah 

Material 
Bongkaran 

I 100.000,00 satu kali 

pengangkutan 

menggunakan 

sepeda motor 

roda tiga untuk 
wilayah 

kecamatan 

Pamekasan, 
Palengaan, 

Proppo, 

Pademawu 

II 200.000,00 satu kali 
pengangkutan 

menggunakan 
truk untuk 

wilayah 

kecamatan 
Pamekasan, 

Palengaan, 

Proppo, 
Pademawu 

III 300.000,00 satu kali 

pengangkutan 

menggunakan 

truk untuk 

wilayah 
kecamatan Galis, 

Tlanakan, 

Larangan, 
Kadur, 

Pegantenan, 

Pakong 

IV 400.000,00 satu kali 

pengangkutan 

menggunakan 

truk untuk 

wilayah 

kecamatan 
Waru, Pasean, 

Batumarmar 

3. Sampah kerja 
bakti 

insidentil 

Desa/ 
Kelurahan 

I 100.000,00 satu kali 
pengangkutan 

menggunakan 
sepeda motor 

roda tiga untuk 

wilayah 
kecamatan 

Pamekasan, 

Palengaan, 
Proppo, 

Pademawu 

II 200.000,00 satu kali 
pengangkutan 

menggunakan 
truk untuk 

wilayah 

kecamatan 
Pamekasan, 

Palengaan, 

Proppo, 

Pademawu 
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III 300.000,00 satu kali 

pengangkutan 

menggunakan 

truk untuk 
wilayah 

kecamatan Galis, 

Tlanakan, 
Larangan, 

Kadur, 

Pegantenan, 

Pakong 

IV 400.000,00 satu kali 

pengangkutan 

menggunakan 

truk untuk 

wilayah 
kecamatan 

Waru, Pasean, 

Batumarmar 

III. Toilet Pasar Kolpajung 

 Toilet 2.000,00 / orang 

 

 
Pj. BUPATI PAMEKASAN, 

 

 

 
MASRUKIN 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 
 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 

 
 

NO NAMA SPESIFIKASI 
TARIF 

(Rp) 
JANGKA WAKTU 

1 Retribusi Parkir 
Berlangganan 

Roda 2 20.000,00 Tahunan 

Roda 4 30.000,00 Tahunan 

Roda 6 35.000,00 Tahunan 

2 Retribus Parkir Non 

Berlangganan 

Roda 2 2.000,00 Sekali Parkir 

Roda 4 3.000,00 Sekali Parkir 

Roda 6 3.000,00 Sekali Parkir 

 

 

Pj. BUPATI PAMEKASAN, 
 

 

 
MASRUKIN 
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LAMPIRAN IV  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 
NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

 

NO URAIAN 
TARIF 

DEPAN BELAKANG 

1 
KIOS DAN LOS TERTUTUP 
(Usiabangunansampaidengan 

10 tahun) 

  

 Pasar 17 Agustus  450,00/m2/hari 400,00/m2/hari 

 Pasar Keppo 600,00/m2/hari 500,00/m2/hari 

 Pasar Pakong 600,00/m2/hari 500,00/m2/hari 

 Pasar Waru 600,00/m2/hari 500,00/m2/hari 

 Pasar Gurem 350,00/m2/hari 300,00/m2/hari 

 Pertokoan Gurem Baru 350,00/m2/hari 300,00/m2/hari 

 Pasar Blumbungan 600,00/m2/hari 500,00/m2/hari 

 Pasar Palenga’an 600,00/m2/hari 500,00/m2/hari 

 Pasar Batu Bintang 350,00/m2/hari 300,00/m2/hari 

 Pasar Duko Timur 225,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

 Pasar Galis 225,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

 Pasar DuwekTenggi 225,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

 Pertokoan CLM 600,00/m2/hari 500,00/m2/hari 

 Pertokoan Pasar Sore Baru 600,00/m2/hari 500,00/m2/hari 

 Pertokoan Galeri Batik 600,00/m2/hari 500,00/m2/hari 

 Pasar Proppo 225,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

2 

KIOS DAN LOS TERTUTUP 

(Usia bangunan 11 sampai 
dengan 20 tahun) 

  

 Pasar 17 Agustus  350,00/m2/hari 300,00/m2/hari 

 Pasar Keppo 400,00/m2/hari 300,00/m2/hari 

 Pasar Pakong 500,00/m2/hari 400,00/m2/hari 

 Pasar Waru 400,00/m2/hari 300,00/m2/hari 

 Pasar Gurem 240,00/m2/hari 190,00/m2/hari 

 Pertokoan Gurem Baru 240,00/m2/hari 190,00/m2/hari 

 Pasar Blumbungan 500,00/m2/hari 400,00/m2/hari 

 Pasar Palenga’an 400,00/m2/hari 300,00/m2/hari 

 Pasar Batu Bintang 300,00/m2/hari 250,00/m2/hari 

 Pasar Duko Timur 175,00/m2/hari 150,00/m2/hari 

 Pasar Galis 175,00/m2/hari 150,00/m2/hari 

 Pasar Duwek Tenggi 175,00/m2/hari 150,00/m2/hari 

 Pertokoan CLM 280,00/m2/hari 180,00/m2/hari 

 Pertokoan Pasar Sore Baru 380,00/m2/hari 280,00/m2/hari 

 Pertokoan Galeri Batik 380,00/m2/hari 280,00/m2/hari 

 Pasar Proppo 175,00/m2/hari 150,00/m2/hari 

3 
KIOS DAN LOS TERTUTUP 
(Usia bangunan lebih dari 20 

tahun) 

  

 Pasar 17 Agustus  250,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

 Pasar Keppo 290,00/m2/hari 190,00/m2/hari 

 Pasar Pakong 400,00/m2/hari 300,00/m2/hari 
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 Pasar Waru 300,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

 Pasar Gurem 180,00/m2/hari 130,00/m2/hari 

 Pertokoan Gurem Baru   

 Pasar Blumbungan 350,00/m2/hari 250,00/m2/hari 

 Pasar Palenga’an 300,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

 Pasar Batu Bintang 250,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

 Pasar Duko Timur 125,00/m2/hari 100,00/m2/hari 

 Pasar Galis 125,00/m2/hari 100,00/m2/hari 

 Pasar Duwek Tenggi 125,00/m2/hari 100,00/m2/hari 

 Pertokoan CLM 225,00/m2/hari 125,00/m2/hari 

 Pertokoan Pasar Sore Baru 300,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

 Pertokoan Galeri Batik 300,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

 Pasar Proppo 125,00/m2/hari 100,00/m2/hari 

4 LOS TERBUKA   

 Pasar 17 Agustus  250,00/m2/hari 250,00/m2/hari 

 Pasar Keppo 250,00/m2/hari 250,00/m2/hari 

 Pasar Pakong 250,00/m2/hari 250,00/m2/hari 

 Pasar Waru 250,00/m2/hari 250,00/m2/hari 

 Pasar Gurem 200,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

 Pertokoan Gurem Baru 200,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

 Pasar Blumbungan 200,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

 Pasar Palenga’an 200,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

 Pasar Batu Bintang 200,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

 Pasar Duko Timur 200,00/m2/hari 200,00/m2/hari 

 Pasar Galis 150,00/m2/hari 150,00/m2/hari 

 Pasar Duwek Tenggi 150,00/m2/hari 150,00/m2/hari 

 Pertokoan CLM 250,00/m2/hari 250,00/m2/hari 

 Pertokoan Pasar Sore Baru 250,00/m2/hari 250,00/m2/hari 

 Pertokoan Galeri Batik 250,00/m2/hari 250,00/m2/hari 

 Pasar Proppo 150,00/m2/hari 150,00/m2/hari 

5 TANAH HALAMAN PELATARAN 

BANGUNAN 

500,00/m2/hari 500,00/m2/hari 

6 Ternak Besar (sapi, kuda, 
kerbau) 

3.500,00/m2/hari 

7 
Ternak Kecil (kambing, 

domba) 
4.000,00/m2/hari 

8 Unggas (ayam, itik) 2.000,00/m2/hari 

9 Binatang Bersayap (burung) 2.000,00/m2/hari 

10 
Binatang Lainnya (ular, 

kucing, monyet) 

2.000,00/m2/hari 

 

 

RETRIBUSI  PELAYANAN PASAR KOLPAJUNG 
 

NO URAIAN 
TARIF 

DEPAN BELAKANG 

1 KIOS 1.200,00/m2/hari 1.000,00/m2/hari 

2 LOS 500,00/m2/hari  

 

 

Pj. BUPATI PAMEKASAN, 

 

 
 

MASRUKIN 
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LAMPIRAN V  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
 
 

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA 
ATAS PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH 

 

 
1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik 

daerah ditetapkan dengan ketentuan: 

a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif 

sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor 

penyesuai sewa; 

b. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu 

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang merupakan hasil Kerjasama 

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (KSP BMD) dalam rangka penyediaan 

infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil Bangun Guna Serah 

(BGS) / Bangun Serah Guna (BSG) berupa kontribusi tahunan dihitung 

oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur 

berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang 

ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan 

hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif 

pelayanan pemanfaatan barang miliki daerah diatur dalam Peraturan Bupati 

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai pengelolaan barang milik daerah. 

 

 

Pj. BUPATI PAMEKASAN, 
 

 

 
MASRUKIN 
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LAMPIRAN VI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA 

 
 

NO OBJEK LAYANAN 
TARIF 
(Rp) 

KETERANGAN / 
SATUAN 

PERANGKAT 

DAERAH YANG 

MEMBIDANGI 

1. Sewa Bangunan (took/Ruko) di Terminal  

Dinas 

Perhubungan 
 a. Kios 4.000,00 M2 / bulan 

 b. Tanah 3.000,00 M2 / bulan 

     

2. Sewa Tempat Usaha di Stadion Sport Center  

Dinas Pemuda, 

Olahraga dan 

Pariwisata 
 

 

 a. Kios/Toko bagian 

bawah tribun 

sector D 

500.000,00 / bulan 

 b. Kios/Toko bagian 

bawah tribun 

sector C 

550.000,00 / bulan 

 c. Kios/Toko bagian 
bawah tribun 

sector B 

650.000,00 / bulan 

 d. Kios/Toko bagian 
bawah tribun 

sector A 

750.000,00 / bulan 

3. Sewa Tempat Usaha di Tempat Rekreasi 

 a. Kios 2.000,00 / hari 

 

 

 
Pj. BUPATI PAMEKASAN, 

 

 

 
MASRUKIN 
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LAMPIRAN VII 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  

PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN 

 
 

NO NAMA SPESIFIKASI 
TARIF 

(Rp) 

JANGKA 

WAKTU 

1. Retribus Parkir 
Khusus 

Roda 2 2.000,00 Sekali Parkir 

Roda 4 3.000,00 Sekali Parkir 

   

2. Retribus Parkir 

Khusus di Tempat 
Rekreasi dan 

Pariwisata 

Sepeda 1.000,00 Sekali Parkir 

Roda 2 2.000,00 Sekali Parkir 

Roda 4 5.000,00 Sekali Parkir 

 

 
 

Pj. BUPATI PAMEKASAN, 

 
 

 

MASRUKIN 
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LAMPIRAN VIII 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 
NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  

PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK 

 

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut: 

 

NO. OBJEK LAYANAN 
JENIS DAN FASILITAS 

PELAYANAN 
TARIF 
(Rp) 

1. Sapi, kerbau, kuda (betina 

tidak produktif) 

Layanan fasilitas 

pemotongan hewan 
termasuk layanan 

pemeriksaan kesehatan 

sebelum 
(antemortem)dan 

sesudah (postmortem) 

dipotong 

20.000,00 /ekor 

2. Sapi, kerbau, kuda 

(jantan) 

15.000,00 /ekor 

3. Kambing, domba (betina) 10.000,00 /ekor 

4. Kambing, domba (jantan) 10.000,00 /ekor 

 
 

Pj. BUPATI PAMEKASAN, 

 
 

 

MASRUKIN 
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LAMPIRAN IX 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 
NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  

RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA 

 

NO JENIS PELAYANAN TARIF 
(Rp) 

I Penggunaan Tempat Olahraga: 

1. Lapangan Tenis Arek Lancor: 
a. Untuk latihan: 

1) Pukul 07.00 WIB s/d pukul 12.00 

WIB 
2) Pukul 13.00 WIB s/d pukul 17.00 

WIB 

3) Pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.00 

WIB 
b. Untuk pertandingan: 

1) Pukul 07.00 WIB s/d pukul 17.00 

WIB 
2) Pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.00 

WIB 

2. Lapangan GOR Nyalaran: 
a. Untuk latihan: 

1) Pukul 07.00 WIB s/d pukul 12.00 

WIB 
2) Pukul 13.00 WIB s/d pukul 17.00 

WIB 

3) Pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.00 

WIB 
b. Untuk pertandingan: 

1) Pukul 07.00 WIB s/d pukul 17.00 

WIB 
2) Pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.00 

WIB 

3. Lapangan GOR Teja: 
a. Untuk latihan: 

1) Pukul 07.00 WIB s/d pukul 12.00 

WIB 
2) Pukul 13.00 WIB s/d pukul 17.00 

WIB 

3) Pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.00 

WIB 
b. Untuk pertandingan: 

1) Pukul 07.00 WIB s/d pukul 17.00 

WIB 
2) Pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.00 

WIB 

4. GOR Sahabat Nyalaran 
a. Lapangan Tembak 

b. Lapangan Volly Pantai/Pasir 

 
 

 

 
 

50.000,00/lapangan 

 
50.000,00/lapangan 

 

65.000,00/lapangan 

 
 

100.000,00/lapangan 

 
200.000,00/lapangan 

 

 
 

50.000,00/lapangan 

 
50.000,00/lapangan 

 

75.000,00/lapangan 

 
 

150.000,00/lapangan 

 
200.000,00/lapangan 

 

 
 

50.000,00/lapangan 

 
50.000,00/lapangan 

 

75.000,00/lapangan 

 
 

175.000,00/lapangan 

 
200.000,00/lapangan 

 

 
75.000.00/hari 

75.000,00/hari 
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5. Stadion Gelora Madura Ratu 

Pamelingan: 
a. Lapangan sepak bola stadion dalam: 

1) Untuk penyelenggaraan Laga 

Internasional: 
a) Piala AFC atau yang setingkat  

- Siang hari 

- Malam hari 
b) Friendly Match International 

- Siang hari 

- Malam hari 
2) Untuk penyelenggaraan Liga 

Indonesia: 

a) Liga I atau yang setingkat 

- Siang hari 

- Malam hari 

b) Liga I kelompok umur 

- Siang hari 

- Malam hari 

c) OT Liga I atau yang setingkat 

- Siang hari 

- Malam hari 

d) Liga II atau yang setingkat 

- Siang hari 

- Malam hari 

e) Liga II kelompok umur 

- Siang hari 

- Malam hari 

f) OT Liga II atau yang setingkat 

- Siang hari 

- Malam hari 

g) Liga III atau yang setingkat 

- Siang hari 

- Malam hari 

h) Liga III kelompok umur 

- Siang hari 

- Malam hari 

i) OT Liga III atau yang setingkat 

- Malam hari 

- Siang hari 

3) Untuk perkumpulan 

a) Perkumpulan antar kota/ 
kabupaten 

- Siang hari 

- Malam hari 

b) Perkumpulan atau kompetisi 

lokal Madura 

- Siang hari 

- Malam hari 

c) Perkumpulan atau kompetisi 

lokal Pamekasan 

- Siang hari 

- Malam hari 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

70.000.000,00/paket 

80.000.000,00/paket 

 
60.000.000,00/paket 

75.000.000,00/paket 

 
 

 

50.000.000,00/paket 
60.000.000,00/paket 

 

25.000.000,00/paket 
35.000.000,00/paket 

 

25.000.000,00/paket 

35.000.000,00/paket 
 

20.000.000,00/paket 

30.000.000,00/paket 
 

15.000.000,00/Paket 

20.000.000,00/Paket 
 

7.500.000,00/paket 

10.000.000,00/paket 
 

10.000.000,00/Paket 

15.000.000,00/paket 

 
7.000.000,00/Paket 

9.000.000,00/Paket 

 
5.000.000,00/Paket 

7.000.000,00/Paket 

 
 

 

3.000.000,00/paket 
5.000.000,00/paket 

 

 

5.000.000,00/paket 
7.000.000,00/paket 

 

 
5.000.000,00/paket 

7.000.000,00/paket 
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4) Untuk kegiatan Pembinaan Klub 

Anggota ASKAB PSSI Pamekasan 
a) Kompetisi internal ASKAB 

PSSI Pamekasan 

- Siang hari 

- Malam hari 

b) Pertandingan antar Club 

ASKAB PSSI Pamekasan 

- Siang hari 

- Malam hari 

c) Pembinaan ASKAB PSSI 
Pamekasan 

- Siang hari 

- Malam hari 
5) Untuk atletik 

- Latihan (siang) 

- Perlombaan (siang) 
b. Bagian depan stadion/lapangan 

aspal/parkir: 

1) Untuk latihan/kegiatan olahraga 

-siang 
-malam 

2) Untuk balap motor 

 

 

 
 

 

2.000.000,00/paket 
4.000.000,00/paket 

 

 

2.000.000,00/paket 
4.000.000,00/paket 

 

 
1.000.000,00/paket 

3.000.000,00/paket 

 
50.000,00/jam 

100.000,00/jam 

 
 

 

350.000,00/jam 

625.000,00/jam 
150.000,00/jam 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

NO. KELOMPOK OBJEK RETRIBUSI 
TARIF 

(RP) 

    

1. Waduk/Air Terjun/Pantai    

 a. Setiap orang dikenakan retribusi   

 a. Dewasa  5.000,00/hari 

 b. Anak (dibawah umur 10 tahun),  2.000,00/hari 

    

2. Kolam Renang dan Taman    

 a. Setiap orang dikenakan retribusi masuk 

taman 

  

 - Dewasa  5.000,00/hari 

 - Anak (dibawah umur 10 tahun)  2.000,00/hari 

 b. Setiap orang dikenakan retribusi untuk 

masuk pemandian/kolam 

  

 - Dewasa  10.000,00/hari 

 - Anak (dibawah umur 10 tahun)  7.500,00/hari 

 
 

  

 

3. Taman Rekreasi:   

 a. Setiap orang dikenakan retribusi :   

 - Dewasa  10.000,00/hari 

 - Anak (dibawah umur 10 tahun)  5.000,00/hari 

    

4. Bukit / Pegunungan / Hutan    

 a. Setiap orang dikenakan retribusi :   

 - Dewasa  10.000,00/hari 

 - Anak (dibawah umur 10 tahun)  5.000,00/hari 
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Pj. BUPATI PAMEKASAN, 

 

 

 
  MASRUKIN 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5.  Wisata Religi    

 a. Setiap orang dikenakan retribusi :   
 - Dewasa  5.000,00/hari 

 - Anak (dibawah umur 10 tahun)  2.000,00/hari 



117 
 

LAMPIRAN X 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH 

 

NO URAIAN 
UKURAN/ 

SPESIFIKASI 

HARGA PER EKOR/  

PER KG 

(Rp) 

1. Benih Ikan Lele 

1 cm - 1,5 cm 90,00/ekor 

1,5 cm -  2 cm 100,00/ekor 

2 cm - cm 120,00/ekor 

3 cm -  130,00/ekor 

4 cm -  5 cm 140,00/ekor 

5 cm -  6 cm 150,00/ekor 

6 cm -  7 cm 160,00/ekor 

7 cm -  8 cm 170,00/ekor 

8 cm -  9 cm 180,00/ekor 

Ikan Lele Konsumsi 24.000,00/kg 

2. Benih Ikan Nila 

1 cm - 2 cm 100,00/ekor 

2 cm -  3 cm 200,00/ekor 

3 cm -  4 cm 300,00/ekor 

4 cm -  5 cm 400,00/ekor 

5 cm -  6 cm 500,00/ekor 

6 cm -  7 cm 600,00/ekor 

7 cm -  8 cm 700,00/ekor 

8 cm -  9 cm 800,00/ekor 

9 cm -  10 cm 900,00/ekor 

10 cm 1.000,00/ekor 

Ikan Nila Konsumsi 30.000,00/kg 

3. Benih Ikan Tawes 

1 cm -  2 cm 100,00/ekor 

2 cm -  3 cm 200,00/ekor 

3 cm -  4 cm 300,00/ekor 

4 cm - 5 cm 400,00/ekor 

5 cm -  6 cm 500,00/ekor 

6 cm -  7 cm 600,00/ekor 

7 cm -  8cm 700,00/ekor 

Ikan Tawes Konsumsi 30.000,00/kg 
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4. Benih Ikan Mas 

1 cm - 2 cm 100,00/ekor 

2 cm -  3 cm 200,00/ekor 

3 cm -  4 cm 300,00/ekor 

4 cm -  5 cm 400,00/ekor 

5 cm -  6 cm 500,00/ekor 

6 cm -  7 cm 600,00/ekor 

7 cm -  8 cm 700,00/ekor 

Ikan Mas Konsumsi 30.000,00/kg 

5. 
Benih Ikan 

Gurami 

1 cm -  2 cm 250,00/ekor 

2 cm -  3 cm 750,00/ekor 

3 cm -  4 cm 1.000,00/ekor 

4 cm -  5 cm 1.250,00/ekor 

5 cm -  6 cm 1.500,00/ekor 

6 cm -  7 cm 2.000,00/ekor 

7 cm -  8 cm 2.500,00/ekor 

8 cm -  9 cm 3.500,00/ekor 

9 cm -  10 cm 4.500,00/ekor 

10 cm -  11 cm 6.500,00/ekor 

Telur Ikan Gurami 100,00/butir 

Ikan Gurami 

Konsumsi 
45.000,00/kg 

6. Benih Ikan Patin 

1 cm -  2 cm 150,00/ekor 

2 cm -  3 cm 200,00/ekor 

3 cm -  4 cm 300,00/ekor 

4 cm -  5 cm 400,00/ekor 

5 cm -  6 cm 500,00/ekor 

6 cm -  7 cm 600,00/ekor 

7 cm -  8 cm 700,00/ekor 

8 cm -  9 cm 800,00/ekor 

Ikan Patin Konsumsi 30.000,00/kg 

7. Benih Ikan Bawal 

1 cm -  2 cm 150,00/ ekor 

2 cm -  3 cm 200,00/ekor 

3 cm -  4 cm 300,00/ekor 

4 cm -  5 cm 400,00/ekor 

5 cm -  6 cm 500,00/ekor 

6 cm -  7 cm 600,00/ekor 

7 cm -  8 cm 700,00/ekor 

Ikan Bawal Konsumsi 30.000,00/kg 
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8. Benih Ikan Koi 

1 cm -  2 cm 200,00/ekor 

2 cm -  3 cm 500,00/ekor 

3 cm -  4 cm 1.000,00/ekor 

4 cm -  5 cm 2.000,00/ekor 

5 cm -  6 cm 3.000,00/ekor 

6 cm -  7 cm 4.000,00/ekor 

7 cm -  8 cm 5.000,00/ekor 

8 cm -  9 cm 7.500,00/ekor 

9 cm -  10 cm 10.000,00/ekor 

10 cm -  11 cm 12.500,00/ekor 

11 cm -  12 cm 15.000,00/ekor 

12 cm -  13 cm 20.000,00/ekor 

13 cm -  14 cm 25.000,00/ekor 

14 cm -  15 cm 30.000,00/ ekor 

> 15 cm 35.000,00/ ekor 

    

    

Pj. BUPATI PAMEKASAN, 

 

 

 
MASRUKIN 
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LAMPIRAN XI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 
NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  

RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH 

 
(1) Pemakaian Alat Berat 

 

NO JENIS PELAYANAN 
TARIF 

(Rp) 

PERANGKAT 

DAERAH YANG 
MEMBIDANGI 

1. Mesin Gilas 

a. Berat kurang 6 ton 

 

 160.000,00 / hari 

 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
 b. Berat 6 ton s.d 8 ton  185.000,00 / hari 

2. Excavator 

a. Power Crane (PC) 75 

 

750.000,00 / hari 

 b. Power Crane (PC) 200  1.250.000,00 / hari 

3. Truck     275.000,00 / hari 

4. Mobilisasi dan 

Demobilisasi Alat Berat 

a. Radius s.d 20 Km 

 

 

500.000,00  

 b. Radius lebih dari 20 
Km s.d 40 Km 

 750.000,00  

 c. Radius lebih dari 40 

Km 

 1.000.000,00  

 
 

(2) Pemakaian Tanah 
 

NO JENIS PELAYANAN 
TARIF 

(Rp) 

PERANGKAT 

DAERAH YANG 

MEMBIDANGI 

1. Pemakaian tanah 

untuk papan 

reklame: 

96.000,00/ /tahun Badan 

PengelolaanKeuang

an dan Pendapatan 
Daerah, atau yang 

disebut dengan 

istilah lainnya 

   

   

 

 

2. Pemakaian tanah 

pertanian: 

1.000,-/m2/tahun Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Pertanian 

3. Pemakaian tanah 
non pertanian 

untuk kegiatan 

insidentil: 
a. Tanah Eks 

Terminal Bugih 

b. Tanah Eks 
pasar Gurem 

c. Tanah eks PJKA 

d. Kawasan di 
jalan Niaga 

 

 
 

 

 
15.000,00/ /bulan 

 

15.000,00/ /bulan 

 
5.000,00/ /bulan 

    5.000,00/ /bulan 

Badan Pengelolaan 
Keuangan dan 

Pendapatan 

Daerah, atau yang 
disebut dengan 

istilah lainnya 
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 e. Eks tanah kas 

desa yang 
menjadi 

kelurahan 

1) Tanah 
sawah 

2) Tanah 

tegalan 

 

 
 

 

250,00/ /tahun 

 
100,00/ /tahun 

Kecamatan 

Pamekasan dan 
Kecamatan 

Pademawu 

4. Rumah dinas 500.000,00/unit/tahun Badan Pengelolaan 
Keuangan dan 

Pendapatan 

Daerah, atau yang 
disebut dengan 

istilah lainnya 

 

(3) Persewaan Videotron  
 

A.  Harga Sewa Videotron 4x6=24 M2 (Kantor Baperida) 

 

KETERANGAN: 
1. Harga sewa permenit diperoleh dari NJOP/MENIT/M2+ (NILAI STRATEGIS x 

NJOP/MENIT/M2+) +BIAYA OPERASIONAL. 

2. jenis reklame Videotron masa pajak yang dipergunakan adalah mingguan 
untuk menentukan harga harga sewa per menit, sehingga diperoleh 

besaran harga sewa per menit adalahRp.5.523 (lima ribu lima ratus dua 

puluh tiga rupiah) dengan masa aktif 12 jam/hari. 
3. Biaya operasional atau pemeliharaan dalam satu tahun diperkirakan 

mencapai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk 

memperoleh biaya operasional per menit menggunakan rumus sebagai 
berikut: 
Rp.150.000.000,-/365 hari/12 jam, masa aktif per hari/60menit    = Rp.571 

4. RUMUS NJOP/MENIT/M2 
( Rp.650.000 / 7hari/12jam/60menit) x 24 meter luas Videotron   = Rp. 3.095 

5. NILAI STRATEGIS sebagai berikut: 

 NJOP/MENIT/M2x60%…………………………………………….. = Rp.1.857 

6. Jumlah Keseluruhan Biaya Sewa Per Menit : ……. = Rp.5.523 

No Jenis Iklan Durasi Tarif (Rp) 
   REGULAR 

TIME (jam 
06:00-18:00 
WIB) hari 
senin s/d 
sabtu) 

PRIME TIME 
(jam 18:00-
22:00 WIB) 
hari senin 
s/d Jum’at) 

PRIME TIME 
/WEEKEND 
(HARI SABTU 
jam 18:00-
22:00 WIB; 
HARI 
MINGGU JAM 
06:00-22:00 
wib)  

1 2 3 4 5= 4 +(4 X 
10%) 

6 = 4 +(4 X 
15%) 

 Retribusi pemakaian peralatan/mesin videotron 

1 Komersil 30 Detik Rp. 2.762 Rp. 3.038 Rp. 3.176 

2 Komersil 60 Detik Rp. 5.523 Rp. 6.075 Rp. 6.351 

3 Layanan 
Masyarakat 

30 Detik Gratis Gratis Gratis 

4 Layanan 

Masyarakat 

60 Detik Gratis Gratis Gratis 

5 Pemerintahan 30 Detik Gratis Gratis Gratis 

6 Pemerintahan 60 Detik Gratis Gratis Gratis 
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7.   Jumlah Keseluruhan Biaya Sewa Per 30 Detik  Rp. 5.523 : 2 = Rp. 2.762 

 
 

B. Harga Sewa 3X4=12 M2 Arek Lancor   

KETERANGAN: 
1. Harga sewa permenit diperoleh dari NJOP/MENIT/M2  + (NILAI STRATEGIS 

x NJOP/MENIT/M2) + BIAYA OPERASIONAL; 
2. Jenis reklame videotron masa pajak yang dipergunakan adalah mingguan 

untuk menentukan harga sewa permenit, sehingga diperoleh besaran harga 

sewa per menit adalah Rp.3.618 (tiga ribu enam ratus delapan belas 
rupiah) dengan masa aktif 12 jam/hari; 

3. Biaya operasional atau pemeliharaan dalam satu tahun diperkirakan 

mencapai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), untuk memperoleh biaya 
operasional per menit menggunakan rumus sebagai berikut: 
Rp.150.000.000/365hari/12 jam  masa aktif per hari/60menit = 
Rp.1.142 

4. RUMUS NJOP/MENIT/M2 
(Rp. 650.000/7hari/12 jam /60menit) x 24 meter luas videotron             = 

Rp.1.548 
5. NILAI STRATEGIS sebagai berikut: 

NJOP/MENIT/M2X60% = Rp.929 
6.  Jumlah Keseluruhan Biaya Sewa Per Menit = Rp.3.618 

7.  Jumlah Keseluruhan Biaya Sewa Per 30 Detik  Rp. 3.618 : 2 = Rp. 1.809 
 

(4) Persewaan GOR Madura Ratu Pamelingan 
 

NO JENIS PELAYANAN 
TARIF 
(Rp) 

PERANGKAT 

DAERAH YANG 

MEMBIDANGI 

1. Bagian Depan Stadion 

a. untuk kegiatan 

komersial yang 
bersifat Insidentil 

 

150.000,00 / jam 

 

Dinas Pemuda, 

Olahraga dan 
Pariwisata  

 b. untuk kegiatan social 

yang bersifat Insidentil 

 

 

75.000,00 / jam 

No Jenis Iklan Durasi Tarif (Rp) 

   REGULAR 

TIME (jam 
06:00-18:00 
WIB) hari 
senin s/d 
sabtu) 

PRIME TIME 

(jam 18:00-
22:00 WIB) 
hari senin 
s/d Jum’at) 

PRIME TIME 

/WEEKEND 
(HARI SABTU 
jam 18:00-
22:00 WIB; 
HARI 
MINGGU JAM 
06:00-22:00 
wib)  

1 2 3 4 5= 4 +(4 X 
10%) 

6 = 4 +(4 X 
15%) 

 Retribusi pemakaian peralatan/mesin videotron 

1 Komersil 30 Detik Rp. 1.809 Rp. 1.990 Rp. 2.080 

2 Komersil 60 Detik Rp.3.618 Rp. 3.980 Rp. 4.161 

3 Layanan 
Masyarakat 

30 Detik Gratis Gratis Gratis 

4 Layanan 

Masyarakat 

60 Detik Gratis Gratis Gratis 

5 Pemerintahan 30 Detik Gratis Gratis Gratis 

6 Pemerintahan 60 Detik Gratis Gratis Gratis 
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2. Pemakaian ganset dan 

lampu sport 

1.000.000,00 / jam 

3. Sarana Reklame 

Permanen 

 

 

a. dalam stadion 150.000,00/bulan 

b. luar stadion 500.000,00/bulan 

4. Sarana Reklame Tidak 
Permanen 

 

a.  dalam stadion 250.000,00/bulan 

b. luar stadion 200.000,00/bulan 

 
(5) Lamboratorium Lingkungan 
 

A. Pelayanan Pengujian Contoh Uji Air Per Parameter 
 

NO. PARAMETER TARIF (Rp) 

I FISIKA  

1 Bau 35.000,00 

2 Jumlah Zat Padat Terlarut (TSS) 35.000,00 

3 Total Disolved Solid (TDS) 45.000,00 

4 Kekeruhan (NTU) 23.500,00 

5 Suhu 16.500,00 

6 Warna 25.500,00 

7 Daya Hantar Listrik 23.000,00 

8 Kecerahan 11.500,00 

9 Rasa 8.000,00 

   

II KIMIA ANORGANIK  

1. pH 18.000,00 

2. Salinitas 23.500,00 

3. Arsen (As) 23.000,00 

4. Air Raksa (Hg) 111.000,00 

5.  Alumunium (Al) 111.000,00 

6. Amonia (NH4) 58.000,00 

7. Besi (Fe) 54.500,00 

8. Oksigen Terlarut (DO) 27.000,00 

9. Flourida (F) 36.000,00 

10 Kadmium (Cd) 54.500,00 

11 Kobalt (Co) 54.500,00 

12 Kesadahan (CaCO3) 27.500,00 

13 Khlorida (Cl-) 35.000,00 

14 Kromium heksovolen (Cr 6+) 54.500,00 

15 Kalium 54.500,00 

16 Mangan (Mn) 54.500,00 

17 Natrium (Na) 54.500,00 

18 Nitrat (NO3) 45.000,00 

19 Nitrit (NO2) 31.500,00 

20 Perak (Ag) 27.000,00 

21 Tembaga (Cu) 54.500,00 

22 Zink (Zn) 54.500,00 

23 COD 125.000,00 

24 BOD 80.000,00 

25 Klorin Bebas (Cl2) 25.500,00 
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26 H2S 45.000,00 

27 Total PO4 98.000,00 

28 Timbal (Pb) 54.500,00 

29 Sianida (CN) 45.000,00 

30 Sulfat (SO4) 31.500,00 

31 Krom Total (Cr tot) 78.000,00 

   

III KIMIA ORGANIK  

1 Fenol 93.000,00 

2 Detergent 111.000,00 

3 Minyak & Lemak 125.000,00 

   

IV BIOLOGI  

 Koliform Tinja/Fecal  85.000,00 

 Total Coli 85.000,00 

 

B.  Pelayanan Pengujian Udara Ambien Baku Mutu Ambient 
 

1) Pengujian Setiap 1 (Satu) Jam 

 

NO. PARAMETER Tarif (Rp) 

1 Sulfur Dioksida (SO2) 185.000,00 

2 Karbon Monoksida (CO) 250.000,00 

3 Nitrogen Dioksida (NO2) 215.000,00 

4 Oksidan (O3) 210.000,00 

5 Debu TSP 213.000,00 

6 Amonia 215.000,00 

7 Kecepatan Angin 245.000,00 

8 Suhu dan Kelembapan 215.000,00 

9 Timah Hitam (Pb) 195.000,00 

 

2) Pengujian Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam 

 

NO. PARAMETER TARIF (Rp) 

1 Sulfur Dioksida (SO2) 380.000,00 

2 Karbon Monoksida (CO) 500.000,00 

3 Nitrogen Dioksida (NO2) 425.000,00 

4 Oksidan (O3) 420.000,00 

5 Debu TSP 1.100.000,00 

6 Amonia 425.000,00 

7 Kecepatan Angin 450.000,00 

8 Suhu dan Kelembapan 450.000,00 

9 Timah Hitam (Pb) 400.000,00 
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Catatan : 

Pengambilan Contoh Air, Limbah Cair sebesar Rp 150.000,00 untuk Wilayah 

Kabupaten Pamekasan dan Rp. 450.000,00 untuk diluar Kabupaten 

Pamekasan. Pengambilan Contoh Air, Limbah Cair, padat ditentukan 

maksimum 2 titik dalam lokasi dan berlaku kelipatan. Biaya pengambilan 

tersebut sudah termasuk botol sampel, pereaksi kimia, bahan pengawet, 

peralatan, (Udara Tidak Termasuk). 

 

 

 
Pj. BUPATI PAMEKASAN, 

 

 
 

MASRUKIN 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



126 
 

LAMPIRAN XII 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

 

1. BANGUNAN GEDUNG 
A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) 

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar 

Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

Untuk pertama kali ditetapkan sebesar : 
1. Bangunan Gedung (dalam m2 bangunan): 

a. Bangunan Sederhana   Rp. 5.400.000,- 

b. Bangunan Tidak Sederhana  Rp. 6.810.000,- 

2. Rumah atau Hunian (dalam m2 bangunan) : 
a. Rumah Type A   Rp. 6.530.000,- 

b. Rumah Type B   Rp. 6.140.000,- 

c. Rumah Type C,D,E  Rp. 5.200.000,- 
3. Pagar (dalam m1 bangunan) : 

a. Pagar Depan   Rp. 3.030.000,- 

b. Pagar Belakang  Rp. 3.030.000,- 
c. Pagar Samping   Rp. 3.030.000,- 

 

B. Indeks Lokalitas (Ilo) 
 

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo) 

Fungsi 

Bangunan 

Keterangan Indeks Lokalitas 

Jalan 
Nasional 

Jalan 
Provinsi 

Jalan 
Kabupaten 

Jalan 
Lingkungan 

Hunian Sederhana 0,5 0,5 0,5 0,4 

Tidak 

Sederhana 

0,5 0,5 0,5 0,4 

Usaha Mikro 0,4 0,4 0,4 0,3 

Non Mikro 0,5 0,5 0,5 0,5 

Sosial 

Budaya 

PAUD s/d 

SLTA 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Perguruan 

tinggi 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Sosial 

Budaya 

 0,3 0,3 0,3 0,3 

Khusus  0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

C. Indeks Terintegrasi (It) 
 

Tabel Indeks Terintegrasi (It) 

Fungsi 
Indeks 
Fungsi 

(If) 

Klasifikasi 
Bobot 

Parameter 

(bp) 

Parameter 
Indeks 

Parameter 

(Ip) 

Usaha 0,7 Kompeksitas 0,3 a. Sederhana 1 
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b. Tidak 

Sederhana 
2 

Usaha 
(UMKM-

Prototipe) 

0,5 Permanensi 0,2 

a. Non 

Permanen 
1 

b. Permanen 2 

Hunian 
 

a. <100 

m2 dan <2 
lantai 

0,15 

Ketinggian 0,5 *)Mengikuti 
Tabel 

Koefisien 

Jumlah 
Lantai 

*)Mengikuti 
Tabel 

Koefisien 

Jumlah 
Lantai 

b. >100 

m2 dan >2 

lantai 

0,17 

Keagamaa

n 
0 

Fungsi 

Khusus 
1 

Sosial 

Budaya 
0,3 

Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 

b. 

Perorangan/ 

Badan Usaha 

0 
Ganda/ 

Campuran 
 

a. Luas 

<500 m2 
dan <2 

lantai  

0,6 
1 

b.Luas 

>500 
m2dan >2 

lantai 

0,8  

 
Tabel Koefisien Jumlah Lantai 

Jumlah Lantai  Koefisien Jumlah Lantai 

Basemen 3 lapis + (n)  1,393+0,1 (n)  

Basemen 3 lapis 1,393 

Basemen 2 lapis 1,299 

Basemen 1 lapis 1,197 

1 1 

2 1,090 

3 1,120 

4 1,135 

5 1,162 

6 1,197 

7 1,236 

8 1,265 

9 1,299 

10 1,333 

11 1,364 

12 1,393 

13 1,420 

14 1,445 

15 1,468 

16 1,489 

17 1,508 
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Jumlah Lantai  Koefisien Jumlah Lantai 

18 1,525 

19 1,541 

20 1,556 

21 1,570 

22 1,584 

23 1,597 

24 1,610 

25 1,622 

26 1,634 

27 1,645 

28 1,656 

29 1,666 

30 1,676 

31 1,686 

32 1,695 

33 1,704 

34 1,713 

35 1,722 

36 1,730 

37 1,738 

38 1,746 

39 1,754 

40 1,761 

41 1,768 

42 1,775 

43 1,782 

44 1,789 

45 1,795 

46 1,801 

47 1,807 

48 1,813 

49 1,818 

50 1,823 

51 1,828 

52 1,833 

53 1,837 

54 1,841 

55 1,845 

56 1,849 

57 1,853 

58 1,856 

59 1,859 

60 1,862 

60+(n) 1,862+0,003 (n) 

 
Keterangan:  

 Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;  

 Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;  
 Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai 

atau lapis basemen pada bangunan gedung.  

 Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.  

 Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya. 
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Koefisien Ketinggian BG = 

 
L Li  : Luas Lantai ke-i  
KL   : Koefisien jumlah lantai  

LBi  : Luas Basemen ke-i  

KBi  : Koefisien Jumlah lapis 

 
D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) 

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg) 

JENIS PEMBANGUNAN INDEKS BG 
TERBANGUN 

Bangunan Gedung Baru 1 

Rehabilitasi/ Renovasi BG 

a. Sedang  

b. Berat 

0,45 x 50% = 0,225    

0,65 x 50% = 0,325 

Pelestarian/Pemugaran  
a. Pratama  

b. Madya  

c. Utama 

0,65 x 50% = 0,325    

0,45 x 50% = 0,225 

0,30 x 50% = 0,150 

 

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG 

Fungsi 
Indeks 

Fungsi 
bp x lp 

Klarifikasi dan 

Parameter 

Rumah 
Tinggal 

0,15 

0,3 x 1        = 0,3   
0,20 x 2,00 = 0,40  0,50 x 

1,00 = 0,50  

∑(bp x lp)     1,2 

Kompleksitas : 
sederhana    

Permanensi    : 

Permanen    
Ketinggian     : 1 

lantai    

Kepemilikan  : 
perorangan 

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1  

Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18 

 
1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Pamekasan 

Data Bangunan 

 Fungsi   : Hunian  
Luas Bangunan (Llt)  : 36 m2 

Ketinggian    : 1 lantai  

Lokasi    : Kabupaten Pamekasan 
Kepemilikan   : Pribadi  

SHST BG Sederhana  : Rp.5.170.000,- 

Indeks Lokalitas   : Nilai paling tinggi 0,5% 

 
 

 

Cara perhitungan nilai  
Retribusi PBG  : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x  

 Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun 

:  36 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 0.18 x 1 :   
Rp.167.508, 
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2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Pamekasan 

Data Bangunan  
Fungsi    : Usaha  

Luas Bangunan (Llt)  : 738 m2 

Ketinggian    : 3 lantai  
Lokasi    : Kabupaten Pamekasan  

Kepemilikan   : Pribadi  

SHST BG Sederhana  : Rp.5.170.000, 
Indeks Lokalitas   : Nilai paling tinggi 0,5% 

 

Fungsi 
Indeks 

Fungsi 
bp x lp Klarifikasi dan Parameter 

Rumah 

Tinggal 
0,7 

0,3 x 2        = 
0,6   

0,20 x 2,00 = 

0,40  0,50 x 
1,12 = 0,56 

∑(bp x lp)     

1,56 

Kompleksitas  : tidak sederhana    
Permanensi     : permanen   

Ketinggian      : 3 lantai    

Kepemilikan   : perorangan 

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1   
Indeks Terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092 

 

Cara perhitungan nilai  

Retribusi PBG  : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x 
Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun 

: 738 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 1,092 x 1 : 

Rp.20.832.411,- 
 

 

Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung 
 

V x I x lbg x HSpbg 

 
Keterangan : 

V = Volume 

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung 
Ibg = Indeks BG Terbangun 

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung
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2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG 

 
Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung 

NO JENIS PRASARANA BANGUNAN 
HARGA SATUAN 

RETRIBUSI 

PRASARANA (HS PBG) 

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) 

PEMBANGUNAN 
BARU 

RUSAK 

BERAT/PEKERJAAN 

KONSTRUKSI 
SEBESAR 65% DARI 

BANGUNAN 

GEDUNG 

RUSAK 
SEDANG/PEKERJAAN 

KONSTRUKSI 

SEBESAR 45% DARI 
BANGUNAN GEDUNG 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Konstruksi 

Pembatas/penahan/pengaman 

     

Tanggul/ 

retaining wall 
Rp. 550,-/m 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

Turap batas 

kaveling/persil 
Rp. 550,-/m 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

2 Konstruksi  Gapura  Rp. 550,-/m2 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

Penanda masuk lokasi Gerbang Rp. 550,-/m2 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

3 Konstruksi Perkerasan Jalan Rp. 550,-/m2 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

Lapangan 

upacara 
Rp. 550,-/m2 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

Lapangan 
olahraga 

terbuka 

Rp. 550,-/m2 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

4 Konstruksi kolam/reservoir 
bawah tanah 

Kolam renang Rp. 1.000,-/m2 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

Kolam 

pengolahan air 
reservoir di 

bawah tanah 

Rp. 1.250,-/m2 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

5 Konstruksi septik tank, sumur 
resapan 

  Rp. 1.000,-/m2 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

6 Konstruksi menara air Didalam Rp1.750.000,-/Unit 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 
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NO JENIS PRASARANA BANGUNAN 
HARGA SATUAN 

RETRIBUSI 

PRASARANA (HS PBG) 

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) 

PEMBANGUNAN 

BARU 

RUSAK 

BERAT/PEKERJAAN 
KONSTRUKSI 

SEBESAR 65% DARI 

BANGUNAN 

GEDUNG 

RUSAK 

SEDANG/PEKERJAAN 

KONSTRUKSI 

SEBESAR 45% DARI 
BANGUNAN GEDUNG 

pensil 

7 Konstruksi monumen Diluar Persil Rp.2.000.000,-/Unit 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

8 Konstruksi reklame/papan 

nama 

Billboard 

papan iklan 
Rp. 1.750.000,-/Unit 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

Papan nama 

(berdiri sendiri 

atau berupa 
tembok pagar) 

Rp. 175.000,-/Unit 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

9 Konstruki antena radio           

Sistem guy wire/bentang 

kawat: 
Konstruksi antena (tower 

telekomunikasi) 

Ketinggian 50 

m 
Rp7.302.356,76/Unit 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

Ketinggian 51 

- 75 m 
Rp10.453.110,93/Unit 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

Ketinggian 76 

- 100 m 
Rp13.555.237,96/Unit 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

Ketinggian 
diatas 100 m 

Rp16.608.737,83/Unit 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 
 

Konstruksi antena (tower 

telekomunikasi) 

Menara 
Triangle 

        

a) Ketinggian 

dari 13 s/d 22 
m 

Rp2.829.146,32 /Unit 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

b) Ketinggian 

23s/d32 m 
Rp4.625.975,59 /Unit 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 
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NO JENIS PRASARANA BANGUNAN 
HARGA SATUAN 

RETRIBUSI 

PRASARANA (HS PBG) 

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) 

PEMBANGUNAN 

BARU 

RUSAK 

BERAT/PEKERJAAN 
KONSTRUKSI 

SEBESAR 65% DARI 

BANGUNAN 

GEDUNG 

RUSAK 

SEDANG/PEKERJAAN 

KONSTRUKSI 

SEBESAR 45% DARI 
BANGUNAN GEDUNG 

c) Ketinggian 

33s/d42 m 

Rp 4.667.648,67 

/Unit 
1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

 

d) Ketinggian 
43s/d52 m 

Rp 8.936.275,78 
/Unit 

1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

e) Ketinggian 

53 s/d 62 m 
Rp13.978.095,55/Unit 1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

f) Ketinggian 
63 s/d 72 m 

Rp 17.892.792,39 
/Unit 

1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

g) Ketinggian 

73 s/d 82 m 

Rp 24.040.137,39 

/Unit 
1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

h) Ketinggian 
83 s/d 92 m 

Rp  25.310.996,69 
/Unit 

1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

Menara 

Rectangle 
        

a) Ketinggian 
dari 13 s/d 22 

m 

Rp 3.770.210,09 

/Unit 
1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

b) Ketinggian 

23s/d32 m 

Rp 6.478.577,76 

/Unit 
1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

  
c) Ketinggian 
33s/d42 m 

Rp 6.580.679,67 
/Unit 

1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

  
d) Ketinggian 

43s/d52 m 

Rp  13.106.492,56 

/Unit 
1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 

  
e) Ketinggian 
53 s/d 62 m 

Rp 20.690.667,88 
/Unit 

1,00 0,65 x 50 % = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 





135 
 

LAMPIRAN XIII 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PAMEKASAN 

NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 

DAERAH 

 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

 

 

NO. JENIS PELAYANAN TARIF KETERANGAN 
1. Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing (TKA) 

USD 

100/orang/Jabatan

/bulan 

1. Tarif Retribusi 

dibayarkan 

dimuka dengan 

mata uang rupiah 
berdasarkan nilai 

tukar yang 

berlaku pada saat 
penerbitan SKRD. 

2.  Pemberi Kerja TKA 

yang 
mempekerjakan 

TKA kurang dari 1 

(satu) bulan wajib 
membayar 

Retribusi 

Pelayanan PTKA 

sebesar 1 (satu) 
bulan penuh. 

 

 

Pj. BUPATI PAMEKASAN, 

 

 
 

MASRUKIN 
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